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MOTTO

Peruhilah jani, sesungguhiyo JyYlr dw past diminte
pertonggungan jowabnya. (Terjemahan Q5.17. AbLIsral:34)

Dan tepatilah perjanjion apabila kanuw bevfanii dan
Janganlah kanur membetalkan sumpah-sumpah(wu) it
sesudah meneguhkannya, sedang kanmuw telah menjadikan
Aldal sebagai saksinmuy (terhadap sumpadv-sumpady  itw)
sesungguhnyas Allah mengetohui apa yang kamuw perbuat
( Terjemahan QS. 16. An Nahl:91)
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RINGKASAN

Indonesia sebagai Negara yan & terdiri dari banyak pulau sangat memerlukan
sarana perhubungan yang baik demi kelancaran dan cita-cita bangsa apalagi ditunjang
dengan adanya perkembangan masvarakat dan perkembangan dunia usaha Untuk
itulah maka diperlukan sarana angkutan sehingga orang dapat saling berhubungan
satu dengan yang lain atau dapat dengan mudah memindahkan barang dari saiy
tempat ke tempat lainnya. Pengangkutan dapat dilakukan dengan menggunakan
bermacam-macam sarana angkutan yaitu sarana angkutan darat, laut dan udara

Dalam bidang pengangkutan ini, Kereta Api adalah sebagai salah satu alat
tamnsportasi Nasional yang mempunyai karakieristik dan keunggulan tersendiri
dibandingkan dengan alat angkut yang ada di darat lainnya, Dari usaha jasa di bidang
pengangkutan ini timbul hubungan hukum antara pemakai jasa Kereta Api denpan
PT. Kereta Api (Persero) sebagai pengangkut. Pemakai jasa disini adalah PT. Herona
Express sebagai ekspeditur yang menyelenggarakan usaha titipan jasa  atau
pengiriman barang hantaran, Pengangkutan dan pengiriman barang berawal dari
adanya perjanjian sehingga dalam pelaksanaannya seharusnya diikuti pemenuhan
prestasi oleh masing-masing pihak, Namun kadang—kédang dijumpai salah satu atau
kedua prhak yang terlibat tidak memenuhi ketentuan dari perjanjian yang telah
mercka sepakati. Apabila hal ity terjadi maka harus dibuktikan pihak mana yang
bertanggung jawab dan apakah keadaan tersebut merupakan overmachi atau
merupakan suatu kelalaian dari salah satu pihak.

Twuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui
pelaksanaan perjanjian pengangkutan dengan Kereta Api, tanggung jawab PT. Kereta
Api (Persero) jika barang rusak, hilang atau terlambat dalam penyerahannya dan
untuk mengetahui cara penyelesaian perselisihan ganti rugi terhadap pengirim atau
penerima apabila barang tersebut mengalami kerusakan, hilang atau keterlambatan

dalam penyerahannya,

®
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Metode yang digunakan adalah yuridis normatif Dalam hal pengumpuian dan
pengolahan data maka digunakan 1 (saiv) macam sumber data yaitu data sekunder,
hal ini disertai pula dengan interview dan studi kepustakaan,

Pihak PT. Kereta Api (Persero) bertanggung jawab atas pelaksanaan
perjanjian pengangkutan mulai pada saat barang diterima sampai pada saat barang
diserahkan kepada penerima vyang berhak, Pertanggungjawaban ini meliputi
kerusakan dari barang, hilang sebagian atau seluruhnya ataupun penyerahan
terlambat, kecuali kalau pengangkut dapat membuktikan bahwa kerugian itu diluar
kesalahannya. Apabila kerusakan, hilang ataupun penyerahan terlambat itu karena
kesalahan pihak PT. Kereta Api (Persero) maka pihak PT. Kereta Api (Perserp) akan
Segaera membayar ganti rugi sebesar asuransi yang ditutup oleh pithaknya Untuk hal
ini PT, Kereta Api (Persero) bekerja sama dengan PT, Asuransi Jasa Raharja Putra

Tuntutan ganti rugi terhadap PT. Kereta Api (Persern) oleh PT. Herona
Fxpress ataupun penerima barang hantaran apabila terjadi perselisihan dapat
diselesaikan dengan 2 (dua) cara vaity,

a, secara musyawarah dan mufakat,

b, digjukan ke Pengadilan Negeri.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan langgung jawab PT. Kereta Api
{Persero) dimulai sejak diterimanva barang kiriman hantaran dan berakhir pada saat
diserahkannya barang tersebut kepada penerima, Saran yang dapat diberikan adalah
dalam Surat Angkutan seharusnya tertera ganti rugi dalam hal keterlambatan
penerimaan barang hantaran. Selain itu hendaknya pengirim barang menulis alamat

dengan jelas dan lengkap.

wii
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l. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia sebagai negara vang terdiri dari banyak pulau sangat memerlukan
sarana  perhubungan yang baik demi kelancaran dan cita-cita bangsa apalagi
ditunjang dengan adanya perkembangan masyarakat dan perkembangan dunia usaha.
Sektor angkutan merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam kegiatan
masyarakat pada umumnya. Hal ini dapat kita lihat didalam kehidupan masyarakat
Indonesia, dengan jasa angkutan orang dapat saling berhubungan satu dengan yang
lamn atau dapat dengan mudah memindahkan barang dari satu tempat ketempat
lainnya. Pengangkutan dapat dilakukan dengan menggunakan bermacam-macam
sarana angkutan yaitu sarana angkutan darat, sarana angkutan laut dan sarana
angkutan udara.

Dalam bidang pengangkutan ini, kereta api adalah sebagai salah satu alat
transportasi nasional yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri
dibandingkan dengan alat angkut vang ada di darat lainnya. Adapun karakteristik dan
keunggulannya yaitu seluruh peralatan basis dan peralatan-peralatan operasinya
dimiliki, dipelihara dan dioperasikan sendiri olsh perusahaan. Peralatan dari kereta
api tersebut antara lain terdiri dari lokomotif, gerbong barang, kereta penumpang dan
peralatan penunjang Sedangkan peralatan basisnya antara lain jalan kereta api (rel,
bantalan balas), jembatan, gedung stasiun, peralatan sinyal dan peralatan
telekomunikasi  Semua penpadasn dan peralatan-peralatan itu harus dibiayai oleh
perusahaan dan peralatan itu menjadi modal tetap dari perusahaan kereta api, Hal
milah yang membedakan perusahaan kereta api dengan perusahaan angkutan lainnya,
Pada perusahaan angkutan lain, peralatan-peralatan ini bukan merupakan modal tetap,
tetapi menjadi beban pemerintah vang dapat dipakai dengan membayar sewa. Seperti
pada perusahaan angkutan bis, bisa beroperasi di jalan raya dengan membayar pajak

jalan raya dan jalan tol, sehingga tidak perlu membangun sendiri jalan dan jembatan
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fed

vang diperlukan. Pada angkutan kereta api peralatan basisnya harus disediakan
sendiri oleh perusahaan (Adji, Prakoso, Pramono: 138).

Perseroan Terbatas Kereta Api mempunyai peranan yang sangai besar dalam
menunjang lancarnya mobilitas masyarakat Indonesia utamanya di Pulau Jawa, dari
satu kota ke kota lainnya, juga menunjang lancarnya arus perekonomian barang dari
satu tempat ke tempat lainnya, Perseroan Terbatas Kereta Api melalui jasa
pengangkutan turut serta mendukung pembangunan transportasi yang handal. Hal ini
sesuai dengan keterangan dalam Garis Besar Haluan Negara Tap MPR nomor [ /
MPR /1993, Bab IV /Ekonomi butir 5 huruf (a), bidang transportasi yang disebutkan:

Pembangunan transportasi yang berperan sebagai urat nadi kehidupan
ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan diarahkan pada
terwujudnya sistem transportasi yang handal, kemampuan tinggi dan
diselenggarakan secara terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien
dalam menunjang dan sckaligus menggerakkan dinamika pembangunan,
mendukung pola distribusi nasional, serta mendukung pengembangan wilayah
dan peningkatan hubungan internasional vang lebih memantapkan
perkembangan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka
perwujudan wawasan Nusantara,

Keterangan dalam huruf (f) berbunyi:

Pembangunan perkeretaapiar yang memiliki potensi dan peluang besar dalam
sistem fransportasi massal dan mengangkut muatan yang berat dalam jumlal
vang besar terus ditingkatkat secara optimal dan dimodernisasikan dengan
memanfaatkan teknologi yang lebih canggih, dengan jalur jalan kereta api
yang tepat dengan kemungkinan perluasannya terutama jalur ganda pada
lintasan padat. Penyempurnaan manajemen dan mutu pelayanan makin
ditingkatkan agar kereta api dapat diandalkan sebagai tansportasi massal yang
ekonomis dan aman.

Dari usaha jasa dibidang pengangkutan ini timbul hubungan hukum antara
pemakai jasa kereta api dengan PT. Kereta Api. PT. Kereta Api (persero) sebagal
pengangkut menawarkan prestasi untuk mengangkut barang angkutan yang menjadi
tanggung jawabnya dari satu tempat ke tempat lainnya, sedangkan pemakai jasa

menuntut pemenuhan prestasi tersebut.
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Hubungan hukum tersebut menimbulkan hubungan timbal balik. Pihak
pengangkut mengikatkan diri vntuk menyelenggarakan pengangkutan ke tempat
tujuan tertentu sedangkan pihak lainnya yaitu pemakai jasa kereta api berkeharusan
untuk menunaikan pembayaran biaya atau ongkos jasa pengangkutan,

Pelaksanaan kegiatan pengangkutan ini melibatkan beberapa pihak yang
sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian pengangkutan artinya bahwa secara
yuridis penyelenggaraan pengangkutan ini berasal dari adanya suatu perjanjian.
Perjanjian yang dimaksud akan terlihat dengan adanya bukti surat muatan atau bukti
tanda terima kiriman barang yang telah disepakati oleh masing-masing pihak yaitu
antara pengangkut dan pengirim. Berdasarkan perjanjian yang dibuat itu, timbullah
hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terkait dari mereka yarg
bersepakat, Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1338 (1) Kitab Undang-
undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah
berlaku sebagaimana Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”,

Dalam perjanjian pengangkutan, kedudukan para pihak yaitu pengangkut
dalam hal ini adalah PT. Kereta Api (Persero) dan pemakai jasa adalah sama tinggi
atau koordinasi, Perjanjian ini tidak seperti pada perjanjian perburuhan yang para
pthaknya mempunyai kedudukan tidak sama tinggi- (subordinasi) yakni majikan
mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada buruh. Majikan berhak memerintal
burub untuk melakukan pekerjaan dan sebagal kontra prestasi buruh menerima gaji.
Oleh karena kedudukannya adalah koordinasi maka kedua belah pihak mempunyai
hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan hubungan timbal balik tersebut harus
berjalan dengan seimbang. (Purwosutjipto, 1991 73

Pengangkutan dan pergiriman barang berawal dari adanya perjanjian,
sehingga dalam pelaksanaannya seharusnya diikuti pemenuhan prestasi oleh masing-
masing pthak. Namun kadang-kadang dijumpai salah satu atau kedua pihak yang
terlibal tidak memenuhi ketentuan dari perjanjian vang telah mereka sepakati.
Apabila hal ini terjadi maka harus dibuktikan pihak mana yang bertanggung jawab

dan apakah keadaan tersebut merupakan overmacht atau merupakan suatu kelalaian
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dari salah satu pihak. Dengan kejadian tersebut maka timbul keinginan penyusun

untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan masalah “Tanggung Jawab PT. Kereta

Api Indonesia dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Hantaran dengan PT. Herona

Express Jember™,

1.2 Rumusan Masalah

Dar uraian latar belakang tersebut terdapat 3 (tiga) pokok permasalahan yang

perlu dikaji. Ketiga pokok permasalahan tersebut adalah:

1.

bd

bagaimana proses dibentuknya penjanjian pengangkutan dengan kereta
api?;

bagaimana tanggung jawab PT. Kereta Apt (Persero) jika barang tersebut
mengalami  kerusakan, hilang atau keterlambatan dalam penyerahan
harang?;

bagaimana penyelesaian perselisihan ganti rugi terhadap pengirim atau
penerima apabila barang mengalami kerusakan, hi lang atau keterlambatan
dalam penyerahan barang?

1.3 Tujuan Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini tujuan yan hendak dicapai adalah:

].

untuk mengetahui pelaksanaan dibentuknya perjanjian pengangkutan
dengan kereta api;

untuk mengetahui tanggung jawab PT, Kereta Api (Persero) jika barang
tersebut mengalami kerusakan, hilang atau keterlambatan dalam
penyerakan barang;

untuk mengetahui cara penyelesaian perselisihan ganti rugi terhadap
pengirim atau penerima apabila barang tersebut mengalami kerusakan,

hilang atau keterlambatan dalam penyerahan barang,
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1.4 Metodologi
1.4.1 Pendekatan Masalah

Penyusunan  skripsi ini  menggunakan pendekatan  vyuridis normatif
Pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian yang menekankan pada ilmu
hukumyang disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum vang
berlaku dalam masyarakat. (Soemitro, 1988 | 06)
Selanjutnya pendekatan tersebut digunakan untuk membahas dan memecahkan
masalah yang berkaitan dengan tang ung jawab PT. Kereta Api (Persero) dalam

perjanjian pengangkutan barang hantaran,

1.4.2 Sumber Data

Sumber data dalam penyusunan skripsi ini menggunakan data sekunder

1.4.2.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan cara
mengadakan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa
pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli -atau pihak-pihak lain yang
berwenang. Selain itu juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk
ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi vang ada, ditunjang hasil
wawancara dengan pihak-pihak terkait. \
(Soemitro, 1988:107)
Data ini dapat diperoleh dari studi literatur, hasil-hasil penelitian yang berwujud
laporan, dokumen-dokumen (arsip) dari PT, Kereta Api {Persero), peraturan
perundang-undangan, brosur, majalah dan lain-lain yang relevan serta menunjang

penyusunan skripsi ini.

.
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1.4.3 Metode Pengumpulan Data
1.4.3.1 Interview

Interview merupakan prosedur pengumpulan data yang diperoleh secara
langsung dengan mengadakan wawancara pada pihak-pihak yang sesuai dengan
permasalahan yang ada dan dapat dijadikan bahan acuan pada penelitian ini.
{Soemitro, 1990,57)
Dalam hal ini wawancara dilakukan secara langsung kepada bapak Drs. Koen
Harijanto selaku Kepala Sub seksi bina pelanggan pada PT. Kereta Api Indonesia
Daop IX Jember.

1.4.3.2 Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan dan pengolahan data untuk
mencan konsepsi-kosepsi teori, pendapat-pendapat ataupun peremuan-penemuan
yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan,
Kepustakaan tersebut dapat berupa:
-peraturan perundang-undangan;
-karya ilmiah para Sarjana;
-majalah, brosur dan dokumen-dokumen (arsip)
(Soemitro, 1988:98)

1.4.4 Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisa
kualitatif yaitu cara memperoleh gambaran singkat suatu permasalahan yang tidak
didasarkan atas angka-angka melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Selanjutnya menarik kesimpulan secara deduktif. Suatu metode yang
analisanya berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu
kejadian yang khusus atau suaty pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang

bersifat umum menuju pada kesimpulan yang bersifat khusus, (Soemitro, 1990:98)
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1L FAKTA, DASAR HUKUM DAN KAJIAN PLUSTAKA

2.1 Fakta

Hubungan timbal balik antara PT, Kereta Api (Persero) sebagai pengangkut
dan PT. Herona Express Perwakilan Jember sebagai pemakai jasa angkutan tertuang
dalam surat perjanjian tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pengumpulan
dan Penghantaran Kiriman Hantaran dengan Kereta Api Sri Tanjung nomor
143/HK/OP/2000,

Berdasarkan data yang didapat, PT. Herona Express adalah sebagai pihak
ekspeditur maka PT. Herona Express berkewajiban untuk mencari pengangkut yang
baik bagi pengirim barang dan fanggung jawab tersebut terus berlanjut sampai barang
kiriman hantaran diterima oleh pihak pengirim dengan baik, Tanggung jawab
PT.Herona Express apabila terjadi kehilangan atau kerusakan barang yang dikirimnya
akan memberikan ganti rugi, kecuali barang itu hilang atau rusak yang disebabkan
oleh keadaan memaksa (overmacht) atau kelalaian dari pihak pengirim tersebut.

Dalam hal ini masing-masing pihak yaitu PT. Kereta Api (Persero) dan PT.
Herona Express akan berusaha untuk melaksanakan kewajiban sebaik mungkin
sesual dengan hak yang diterima. Meskipun kedua belah pihak telah melaksanakan
kewajiban dengan sebaik-baiknya namun seringkali terjadi peristiwa yang tidak
diinginkan. Misalnya: dari pihak pengangkut yaitu PT. Kereta Api (Persero) dalam
penyelenggaraan pengangkutan dari pihak PT. Kereta Api berjalan tidak lancar
seperti yang diharapkan seperti adunya berbagai gangguan teknis dan kelalaian, yang
tentunya tidak hanya merugikan pengangkut tetapi juga merugikan pemakai jasa
angkutan.

PT. Kereta Api (Persero) sebagai pengangkut mempunyai kewajiban untuk
mengantarkan barang angkutannya dengan aman dan selamat sampai tempat tujuan.
Jika terjadi suatu peristiwa yang menyebabkan pengangkutan tersebut tidak dapat

diselenggarakan dengan baik dan pemakai jasa angkutan menderita kerugian karena
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barang yang dikirimnya tidak sampai ke fempal tujuan dengan selamat maka pihak
PT Kerete Api (Persero) akan menggant herugian yang diderita oleh pengirim
barang, Namun dalam hal im PT Hereta Apt (Persero) bekena sama dengan PT
Asuransi Tasa Raharja Putra untuk riembayar sejumlah vang sebagai pengeanti atas
pembayaran ganti rugh karena rusak dan atau hilang atav susuinya volume harang-
barang yang tergadi selama dalam pengangkutan. Hal ini tertuang dalam  surat
perjanjian antara PT Kereta Api (Persero) dengan PT. Asuransi Jasa Raharja Putra
Nomor 2ISHKP 3T UM AN Tanggal R September 1998 tentang  Asuransi
Tanggung Jawab Tlukum Pengangkutan Angkutan Rarang dengan Peti Kemas,
Anghutan Barang Bukan dengan Peti Kemas, dan Angkutan Bahan Bakar Minyak
dalai Ketel Tangki

Dalam  pembentukan  pegenjian pengangkutan  harang  hantaran yang
dilakukan oleh PT. Kereta Api (Persero) dengan pihak PT. Herona Express terjadi
meladul suaty proses yang panjang. PT. Herona Express harus menyertakan surat
anghutan vang berfungsi sebagai tanda bukii  Pada suatu tahun 1996 terjad
penuntutan ganti rugl vang terjadi pada pengiriman sepeda motor dengan nomor
Polisi P 8392 RS yang kaca spionnya pecah Maka dengan disertai Surad Angkutan.
tuntidan i tangsung diberikan ganti tugi sebesar kerugian yang diderita.

Tanggung jawab PT. Kercta Api (Perscro) atas pengiriman barang hantaran
meliputi kerusakan harang, kehilangan dan keterlambatan penerimaan barang akibat
kesalaban pengangkutan. Tuntutan terhadap PT. Kereta Api (Persero) haruslah
melalul prosedur yang sudah ada yanu. Pemilik barang atau penerima barang kiriman
hantaran datang ke PT. Herona Express setelah itu PT. Herona Express melanjutkan
Klaim pada PT. Kereta Api (Persero) dan tangkah terakhir PT. Kereta Api (Persera)
akan melakukan penggantian kerugian maksimun sebesar asuransi vang ditutup oleh
pihaknya

Penyelesaian ganti rugi terbadap penguim alau penerima barang apabila

terjadh kehilangan, Kerusakan atau keterlambatan penyerahan barang hantaran dapa!
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diselesaikan dengan 2 (dua) cara yaitu: secara musyawarah mufakat dan diajukan ke
Pengadilan Negeri,

Sampai saat ini cara yang ditempuh melalui Pengadilan belum pernah ada
kKarena dengan cara musyawarah dan mufakat dianggap cara yang paling baik oleh

pthak PT. Kereta Api (Persero) maupun oleh pihak PT. Herona Express Jember.

2.2 Dasar Hukum

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini termasuk
ruang lingkup Hukum Perdata khususnya Hukum Pengangkutan maka dasar hukum
vang digunakan adalah yang bersifat Perdata, khususnya yang berkaitan dengan
masalah tanggung jawab PT. Kereta Api dalam pengiriman barang, yaitu:

a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
Buku ketiga Bab kesatu, Bagian keempat tentang penggantian biaya, rugi dan
bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, dan Buku ketiga Bab kedua
tentang perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian.
Pasal 1243 KUH Perdata:

Pengpantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan
barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi
perikatannya, tetap melalaikannya, atau Jika sesuatu yang harus diberikan atau
dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah
dilampaukannya,

Pasal 1320 KUH Perdata: Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan 4

(empat) syarat:

| sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2.kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3.5uatu hal tertentu;

4.suatu sebab yang halal,

Pasal 1338: Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya.
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b, Kitab Undang-undang Hukum Dagang,
Buku I, Bab V, Bagian ketiga tentang Pengangkut dan luragan Perahu, melalu
Sungai-sungai dan Perairan Darat,
Pasal 90 KUHD:

Surat Angkutan merupakan persetujuan antara si pengirim atau ekspeditur pada
pihak satu dan pengangkut atau Juragan perahu pada pihak lain dan surat itu
memuat selain apa yang kiranya telah disetujui oleh kedua belah pihak. Seperti
misalnyamengenai waktu dalam mana pengangkutan telah harus selesas
dikerjakannya dan mengenai penggantian rugi dalam hal kelambatan memuat
Juga:

I nama dan berat atau ukuran barang-barang yang diangkut, begitu pula merek
dan bilangan-bilangannya.

nama orang kepada siapa barang-barang dikirimkannya,

nama dan tempat si pengangkut atau juragan perahu,

Jumlah upahan pengangkut,

tanggal;

tanda tangan si pengirim atau ekspeditur.

urat angkutan itu, ekspeditur harus membukukannya dalam register harian.

723 SR SO

Pasal 91 KUHD:

Penganglkut dan juragan peranu harus menanggung segala kerusakan yang terjadi
pada barang dagangan dan lain-lainnya setelah barang itu mereka terima untuk
diangkut, kecuali kerusakan-kerusakan yang diakibatkan karena sesuatu cacar
pada barang itu sendiri, karena keadaan vang memaksa atau karena kesalahan
atau kealpaan si pengirim atau ekspeditur,

Pasal 92 KUHD: "Pengangkut atau juragan perahutak bertanggung jawab atas
terlambatnya pengangkutan, Jika hal itv disebabkan karena keadaan vang
memaksa",

Pasal 95 KUHD.

Segala hak untuk memajukan gugatan terhadap ckspeditur, pengangkut atay
Juragan perahu karena hilangnya barang seluruhnya atau karena rusaknya,
berdaluarsa setelah tenggang waktu selama satu tahun terhadap pengiriman d.
dalam wilayah Indonesia, selama dua tahun terhadap pengiriman dari Indonesia
ke luar tenggang waktu mana dalam hilangnya barang, dihitung mula: saat
barang itu sedianya telah harus selesai diangkutnya dan dalam hal rusak atau
terlambat  disampaikannya, mulai hari barang-barang itu tiba di tempat

tujuannya
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¢. Undang-undang Republik Indonesia No, 13 tahun 1992 tentang Perkeretaapian

Pasal 28 UU No, 13 Tahun 1992

1. Badan penyelenggara bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh
pengguna jasa dan atau pihak ketiga vang timbul dari penyelenggaraan
pelayanan angkutan kereta api;

2. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan
ketentuan:

a. sumber kerugian berasal dari pelayanan angkutan dan harus dibuktikan
adanya kelalaian petugas atau pihak lain yang dipekerjakan oleh badan
penyelenggara;

b. besarnya ganti rugi dibatasi sejumlah maksimum asuransi yang ditutup
oleh badan penyelenggara dalam hal penyelenggaraan kegiatannya,

Pasal 34 UU No. 13 Tahun 1992 "badan penyelenggara wajib mengasuransikan

tanggung jawabnya sebagaiman dimaksud dalam pasal 28"

2.3 Kajian Pustaka
2.3.1 Pengertian Perjanjian Pada Umumnyva

Sebelum membahas tentang perjanjian pengangkutan, terlebih dahuly
penyusun membahas pengertian tentang perjanjian. Menurut Prodjodikoro (1972:1] ),
perjanjian adalah: “Suatu hubungan hukum mengenaj harta benda kekayaan antara
dua pihak,dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan
suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak
menuntut pelaksanaan janji itu”,

Perjanjian merupakan suaiu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji
atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Sedangkan pengertian perjanjian
dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu persetujuan dengan mana satu orang
atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

Delinisi tersebut dapat diartikan, bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana
sescorang atau lebih bersepakat untuk melakukan suatu hal kepada seseorang atau
tebih pihak lain,
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Hukum perjanjian disebut juga sebagai hukum pelengkap yang berarti bahwa
para pihak dalam mengadakan perjanjian dapat menyimpang atau mengesampingkan
berlakunya ketentuan undang-undang. Selain itu dapat juga dikatakan bahwa
ketentuan undang-undang hanya bersifat melengkapi apabila mengenai suatu hal para
pihak mengaturnya secara lengkap. Hal ini disebabkan karena Buku T KUH Perdata
menganut sistem terbuka atau dikenal dengan asas kebebasan berkontrak yang dapat
dilihat dalam Pasal 1338 KUH Perdata dalam ayat (1) yaitu: "Semua persetujuan yang
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya
Hal ini berarti bahwa semua orang boleh membuat perjanjian apa saja, dan itu akan
mengikat sebagai undang-undang asalkan tidsk bertentangan dengan undang-undang,
kesusilaan dan ketertiban umum,

Oleh karena itu dalam membuat perjanjian haruslah memenuhi persyaratan
yang diatur oleh Pasal 1320 KUH Perdata, yang menentukan adanya 4 (empat) syarat
yang harus dipenuhi untuk membuar perjanjian,

2.3.2 Pengertian Perjanjian Pengangkutan Barang

Perjanjian pengangkutan bersifat timbal balik, artinya kedua belah pihuk
masing-masing mempunyai  hak dan kewajiban, Cara terjadinya perjanjian
pengangkutan barang menunjuk pada serangkaian perbuatan tentang penawaran dan
penerimaan yang dilakukan oleh pengangkut dan pengirim secara timbal balik
Namun sebelum membahas pengertian perjanjian pengangkutan, lebih dulu akan
dibahas tentang definisi pengangkutan

Menurut Muhammad (1994-19), Pengangkutan adalah: Proses kegiatan
memuat barang atau penumpang ke dalam alat pengangkut, membawa barang
atau penumpang dari tempat pemuatan ketempat tujuan dan menurunkan
barang atau penumpang dari alat pengangkut ke tempat yang ditentukan,


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

mber

13

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, tidak terdapat ketentuan vang
mengatur saat terjadinya persetujuan kehendak, baik dalam pengangkutan barang
maupun penumpang. Dalam Pasal 90 KUHD disebutkan bahwa:

Surat angkutan merupakan persetujuan antara si pengirim atau ekspeditur
pada pihak satu dan pengangkut atau juragan perahu pada pihak lain dan surat
itu memuat selain apa yang kiranya telah disetujui oleh kedua belah pihak,
seperti misalnya mengenai wakktu dalam mana pengangkutan telah harus
selesal dikerjakannya dan mengenai penggantian rugi dalam hal kelambatan
memuat juga:
I, nama dan berat atau ukuran barang-barang vang diangkut, begitupun
merek dan bilangannyi:
nama orang kepada siapa barang-barang dikirimkannya;
nama dan tempat si pengangkut atau juragan perahu;
Jumlah upahan pengangkut,
tanggal,
tanda tangan s1 pengirim atau ekspeditur,
Surul angkutan itu, ekspeditur harus membukukannya dalam register
hariannya
Dengan demikian dalam ketentuan Pasal 90 KUHD dapat dinyatakan bahwa tanpa

O g W o

surat muatan berarti tidak ada perjanjian pengangkutan, Hal ini tidak sesuai dengan
rumusan Pasal 90 ayat (1) Nomor 6 KUHD, yang ditetapkan bahwa surat muatan itu
harus memuat juga tanda tangan si pengirim atau ekspeditur. Sedangkan tanda tangan
st pengangkut tidak disebut Dari rumusan Pasal 90 ﬁynl (1) No 6 KUHD tersebut
dapat dikatakan bahwa surat muatan itu dianggap cukup ditandatangani oleh
pengirim atau ekspeditur saja yang merupekan surat keterangan sepihak. Kalau surat
muatan itu dimaksudkan sebagai perjanjian pengangkutan maka surat muatan itu
harus ditandatangani oleh pengirim atau ekspeditur. Bila apa yang dirumuskan dalam
Pasal 90 ayat (1) KUHD itu benar, vakni surat muatan merupakan pcrjanjiaﬁ%mm
pengirim dan pengangkut, maka surat muatan itu harus ditandatangani oleh pengirim
dan pengangkut. Dari rumusan Pasal 90 ayat (1) Nomor 6 itu jelas bahwa surat
mualan itu hanya ditandatangani oleh penginim atau ekspeditur saja, maka surat
muatan itu hanya bersifat sebagai surat pengantar saja. Oleh karena ity Pasal 90

KUHD tersebut sebenarnya salali rumus karena surat muatan bukan merupakan
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perianjian pengangkutan, (Purwosutjipto, 1991:30), Sedangkan dalam K1H Perdata
Pasal 1320 disebutkan bahwa salah saty syarat sahnya perjanjian adalah adanya
persetujuan kehendak. Mengenai saat kapan terjadinya persetujuan kehendak, vang
merupakan juga saat terjadinya perjanjian pengangkutan itu terjadi dan mengikat
pihak-pihak ditelaah melalui kebiasaan dalam praktek pengangkutan. Jika
pengangkutan itu dilakukan oleh pihak pengangkut dengan menghubungi langsung
(mendatangi) pihak pengirim, perjanjian terjadi dan mengikat pihak-pihak sejak
barang berada dalam truk

Adapun definisi untuk perjanjian pengangkutan yang dikemukakan oleh
beberapa ahli (Sarjana Hukum) antara lain:
Menurut Purwosutjipto (1991.2) perjanjian pengangkutan adalah

perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim dimana
pengangkut mengikatkan diri untuk menyclenggarakan pengangkutan orang
dan atau barang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat,
dan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan,

Sedangkan menurut Muhammad (1994:21) perjanjian pengangkutan adalah:

persetujuan  dengan  mana  pengangkut mengikatkan  diri  untuk

menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke

tempat tujuan tertentu dengan selamat dan pengirim atau penumpang
mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan.

Dari definisi tersebut maka dapat diketahui bahwa perjanjian pengangkutan
bersifat timbal balik, artinya kedua belah pihak masing-masing mempunyai hak dan
kewajiban. Cara terjadinya perjarjian pengangkutan barang menunjuk pada
serangkaian perbuatan tentang penawaran dan penerimaan yang dilakukan oleh
pengangkut dan pengirim secara timbal balik. Dalam hal ini penawaran pihak
pengirim dilakukan dengan menghubungi langsung pihak pengangkut. Ini berari
pengirim mencari sendiri pengangkut untuknya. Hal ini terjadi setelah pengirim

mendengar atau membaca pengumuman dari pengangkut.
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Antara pengangkut dan pengirim mempunyai hak dan kewajiban sendiri-

sendiri sesuai dengan sifat perjanjian pengangkutan secara timbal balik. Kewajiban

pengangkut ialah: menyelengparakan pengangkutan barang dan atay orang dari suatu

tempat ke tempat tujuan tertenty dengan selamat, sedangkan kewajiban pengirim

lalah membayar uang angkutan sebagai kontra prestasi dari penyelenggaraan

pengangkutan yang dilakukan oleh pengangkut. Ditempat tujuan barang diterima oleh

penerima yang mungkin si pengirim sendiri atau orang lain,

Dalam hal ini perjanjian pengangkutan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
sifat hukum perjanjian pengangkutan adalah gecoordinerd,

dalam perjanjian pengangkutan, kedudukan para pihak , yaitu pengirim dan

pengangkut  adalah  samag tinggi atau disebut kedudukan koordinasi

(gecoordinerd); sifat ini tidak seperti dalam perjanjian perburuhan, vang para

pihaknya mempunyai kedudukan tidak sama tinggi, yakni majikan mempunyai

kedudukan lebih tinggi daripada buruhnya;

perjanjian pengangkutan adalah bersifat campuran,

dikatakan bersifat campuran karena perjanjian pengangkutan itu mempunyai

unsur-unsur; 3

&. pelayanan berkala vaity hubungan kerja antara pengirim dan pengangkut tidak
lerus menerus, tetapi hanya kadang kala, kalau pengirim membutuhkan
pzngangkutan untuk mengiri barang;

b. unsur penyimpanan (bewaargeving) yaitu selama perjanjian pengangkutan ity
masih berlaku diwajibkan pada pengangkut untuk menjaga keselamatan
barang yang diangkutnya, mulai saat ditenimanya hingga saat diserahkannya
barang tersebut.

Unsur pelayanan berkala dan unsur penyimpanan sehubungan dengan:

a. Pasal 468 ayat (1) KUHD menetapkan bahwa:
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"persetujuan pengangkutan mewajibkan si pengangkut untuk menjaga akan
keselamatan barang yang harys diangkutnya, mulai saat diterimanya hingga
saal diserahkannya barang tersebut”.

b. Pasal 1706 KUH. Perdata,

sl penerima titipan diwajibkan mengenal  perawatan barang yang
dipercayakan padanya, memeliharanya dengan minat yang sama seperti ia
memelihara barang-barangnya sendiri®,

perjanjian pengangkutan bers:fat konsensuil:

pembuatan perjanjian pengangkutan tidak disyaratkan harus tertulis, cukup

dengan lisan asal ada persetujuan kehendak (konsensus): Perjanjian tertulis

tersebut bukan merupakan unsur dari perjanjian pengangkutan, tetapi hanya

merupakan salah satu bukti tentang adanya perjanjian pengangkutan. Jadi dengan

demikian dapat dikatakan bahwa perjanjian pengangkutan itu bersifat

konsensuil.

Apabila dilihat dari asas-asas perjanjian menurut hukum petjanjian, maka perjanjian

pengangkutan tersebut sudah memenuhi isi dari asas-asas perjanjian. Asas-as.s

perjanjian tersebut antara lain:

I

b3

asas konsensualitas (kesepakatan) adalah bahwa terjadinya suatu perjanjian cukup
dengan adanya kesepakatan saja dan perjanjian itu telah lahir pada saat
tercapainya konsensus atau sepakat antara pihak-pihak tentang hal yang dimaksud
dalam perjanjian (Pasal 1320 ayat | KUH. Perdata)

asas kebebasan berkontrak adslah kebebasan seluas-luasnya yang oleh undang-
undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian apa saja
asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan
ketertiban umum, (Pasal 1338 ayat 1 KUH. Perdata)

asas kekuatan mengikat (Pacta Sunt Servanda) adalah bahwa keterikatan tidak

terbatas pada apa yang diperjanjikan tetapi juga terhadap segala sesuatu yang
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menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-
undang (Pasal 1338 ayat 1 dan 2 KUH. Perdata)

4. asas itikad baik adalah bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Ittkad baik disini dalam arti bukan unsur subjektif’ melainkan unsur objektif
Untuk melaksanakan perjanjian itu harus mengindahkan norma-norma kepatutan
dan kesusilaan. (Muhammad, 1992-99)

2.3.3 Pengertian Tanggung Jawab

Dalam suatu perjanjian secara umum terdapat 2 (dua) pihak yang saling
berhadapan yang masing-masing mempunyal kepentingan untuk melaksanakan suatu
perjanjian. Oleh karena itu dari masing-masing pihak timbul hak dan kewajiban
untuk melaksanakan kepentingannya Adanya kewajiban dari masing-masing pihak
tersebut akan menimbulkan tanggung jawab untuk melaksanakan 18i dari perjanjian
Hu,

Menurut Poerwadarminta, menanggung berarti menjamin, memberi garans
atau sanggup memikul biaya atau memberi ganti kerugian atau menyatakan kesediaan
untuk menanggung utang orang ‘ain kalau orang it tidak menepati janji (1986:1013)
Dalam hal ini tanggung jawab dapat diartikan sebagai kesediaan untuk menanggung
segala biaya atau memberi ganti kerugian apabila salah satu pthak dalam perjanjian
tidak menepati janjinya

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa dalam perjanjian pengangkutan,
pengangkut berkewajiban untuk menyelenggarakan pengangkutan barang. Dalam hal
ini adalah barang kiriman hantaran maka ia sebagai pengangkut mempunyai
tanggung jawab untuk mengantarkan barang kiriman tersebut sampai ke tempat

tujuan dengan selamat,
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2.3.4 Pengertian PT. Kereta Api Indonesia (Persero)

PT. Kereta Api (Persero) tidak terlepas dari sejarah berdirinya perkeretapian
di Indonesia yang mulai berkembang semenjak jaman penjajahan Belanda hingga
kint. Setelah Negara Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17
agustus 1945 kemudian Pemerintah Indonesia mengambil alih pimpinan
perkeretaapian di pusat dan daerah-daerah dari penguasaan Jepang. Pengambilalihan
Pimpinan Pusat Perkeretaapian di Kantor Pusat Bandung pada tanggal 28 September
1945 dijadikan sejarah berdirinya perkeretaapian di Indonesia, dengan naria
Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKART) yang dikuasai dan diusahakan
oleh Dewan Pimpinan Pusat Kercta Api. Pada masa itu kereta api berfungsi sebagai
alat angkutan yang penting bagi angkutan penumpang ataupun barang Namun pada
Tahun 1949 diadakan perundingan penverahan kembali kereta api dari Djawatan
Kereta Api Republik Indonesia (DKARI) kepada Staats Spoorwagen (SS) milik
Belanda.  Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 vyang
bﬂrbunyi:“cabang-cahnng produksi yang penting bagi Negara dan Vang menguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”, maka Kereta Api termasuk
perusahaan yang penting bagi Negara dan harus dikuasai oleh Negara. Kemudian
dikeluarkan pengumuman dari Menteri Perhubungan Tenaga Kerja dan Pekerjaan
Umum Nomor 2 Tanggal 6 Januari 1950, Mulai Tanggal | Januari 1950 DKAR] dan
S8 digabung menjadi satu jawatan dengan nama Djawatan Kereta Api (DKA)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 mengenai Perusahaan
Negara yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
1963 maka pada tanggal 23 Mei 1963 Djawatan Kereta Api (DKA) dilebur menjadi
Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) yang pelaksanaannya dimulai Tanggal |
fanuari 1965, Dengan maksud menyehatkan perusahaan maka Perusahaan Negara
Kereta Api (PNKA) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1971 dialihkan
menjadi bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) dengan nama Perusahaan Jawatan

Kereta Api (PJKA). Peraturan pelaksanaannya dituangkan dengan Surat Keputusan
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Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM. 73/U/Phb-75 Tanggal 17
Maret 1975 perihal kedudukan Perusahaan Jawatan Kereta Api.

Perkembangan terakhir yang terjadi di PJKA dalam rangka usaha yang
mengarah pada PERUMISASIAN PJKA, maka berubah menjadi Perusahaan Umum
Kereta Api (PERUMKA), Untuk menjadi Perusahaan Umum Kereta Api antara lain
dipersiapkan struktur organisasi yang sesuai dengan bentuk susunan PERUMEKA
tersebut. Perubahan itu terjadi sejak tanggal 30 Oktober 1990 berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 1990,

Akhirnya Perusahaan Umum Kereta api diubah lagi bentuknya menjadi
Perseroan Terbatas kereta Api Indonesia (Persero) berdasarkan Peraturan Pemenintah
Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Kereta api
menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Berdasarkan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengecualian terhadap Perusahaan
Perseroan (Persero) PT. Kereta Api dari kewenangan Menteri Keuangan berdasarkan
Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) dialthkan kepada Menteri Negara
Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara serta diperkuat lagi oleh Akte Notaris
Imas Fatimah Nomor 02 Tanggal 1 Januari 1999 tentang Pendirian PT. Kereta Api
Indonesia (Persero),

PT. Kereta Api (Persero) ini mempunyai tujuan seperti halnya perusahaan
lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu ikut serta membangun ekonomi
nasional yang mengutamakan kebutuhan masyarakat menuju masyarakat adil dan
makmur. Perusahaan Perkeretaapian merupakan badan hukum yang berhubungan
dengan bidang angkutan, maka fyjuan didirika perusahaan perkeretapian selain
mencakup hal-hal tersebut juga masih ditambah untuk memperlancar distribusi arus
barang dan manusia dari suaty daerah ke daerah lainnya. Selain ity juga untuk
membuka daerah-daerah terpencil dan melakukan pelayanan angkutan secara massal.

murah dan aman demi untuk kemanfaatan umum
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Tugas PT. Kereta Api (Persero) sebagai perusahaan perseroan ada:ah

menyelenggarakan jasa angkutan diatas rel guna memperiancar arus barang dan

manusia menuju peningkatan pembangunan sektor lainnya. Disamping itu juga ikut

serta dalam peran pembinaan bangsa dan negara dalam rangka Wawasan Nusantara

menuju masyarakat adil dan makmur

Untuk menyelenggarakan tugas tersehut PT Kereta Api Indonesia (Persero)

mempunyai fungsi:

2

L

melaksanakan angkutan umum diatas rel kereta api secara massal, tertib
dan teratur,

melaksanakan penyelenggaraan jasa-jasa pelengkap yang menunjang tugas
pokok:

mempersiapkan penyajian tanf yang wajar dan sesuai dengan ekonomi
perusahaan tanpa menmggalkan fungsi pelayanan umum:;

melaksanakan pewingkatan daya guna dan hasil guna aparaturnya,
melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas.

(Adji dkk, 1990:145)
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ITL. PEMBAHASAN

3.1 Proses dibentuknya Perjanjian Pengangkutan Barang Hantaran dengan
Kereta Api

Pada umumnya dibentuknya perianjian itu bila ada kesepakatan diantara para
pihak yang mengadakan perjanjian. Adanya asas kesepakatan (konsensualitas) ini
dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1320 KUMH Perdata vang menyebutkan
bahwa: untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) svarat yaitu-
kesepakatan para pihak;
kecakapan untuk membuat suatu perikatan:

suatu hal tertentu,

-l I

suatu sebab yang halal

Dalam pasal tersebut idak menyebutkan adanya formalitas tertentu dalam
pengertian bahwa perjanjian itu tidak harus secara tertulis letapi dapat juga secara
lisan karena Buku Ketiga KUH Perdata mengandung sifat terbuka. Adapun yang
ditekankan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu kesepakatan tentang hal-hal pokok
dari jenis perjanjian itu sendiri '

Dalam pengangkutan barang hantaran dengan kereta api ini, pihak pengirim
datang ke Stasiun kereta api untuk mengajukan permohonan kepada PT Kereta Api
(Persero) yang bertugas dalam pengangkutan barang. Yang disebut sebagai pengirim
tu adalah PT. Herona Express (2kspeditur). Sebelum kita mengetahui bagaimana
proses pembentukan perjanjian pengangkutan barang hantaran lebih dahulu perly
diketahui pengertian kiriman hantaran. Kiriman hantaran ialah,” sejumlah barang
vang diserahkan untuk diangkut pada suatu saat yang pengangkutannya
diselenggarakan dengan cara kiriman hantaran dan telah dibukukan dalam daftar
bulanan kiriman serta sudah dibubuhi cap ekspedisi " (Perumka, 1991:3),

21
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Untuk pengangkutan kirimnan hantaran, maka kiriman barang diangkut dalam
gerbong tertutup yang diikutlan pada kereta penumpang Barang-barang yang
diangkut sebagai barang hantaran yaitu

d. semua kiriman dengan berat hitung vang tidak lebih dari 50 (lima puluh)
kilogram, kecuali jika penginm menghendaki barangnya diangkut sebagai
kiriman barang cepat atau biasa:

b, kirnman yang mempunyal berat hitung lebih dari S0 (ima puluh)
kilogram, tetapi tidak lebih dari 500 (lima ratus) kilogram, jika
dikehendaki oleh pengirim.

(Adji, Prakoso, Pramuno 161 )

Dari hasil wawancara dengan Bapak Drs. Koen Harijanto selaku Kepala Sub
Seksi Bina Pelanggan pada PT, Kereta Api (Persero) pada Bulan Desember, barang
hantaran yang biasa dikirim oleh PT. Herona Express adalah

I muatan barang biasa,
barang biasa ini adalah merupakan jenis barang vang berwujud, misalnya,
a. barang konsumtif seperti- kain, pakaian jadi, kerupuk mentah dan lain-

lainnya,
b, barang cetakan seperti; buku, majalah, surat kabar dan lain-lainnya.
pengiriman barang jenis ini tidak diperlukan persyaratan secara khusus
dalam arti penginm cukup mcmbungk.usnyn secara kuat dan rapi.

2. muatan barang yang mudah busuk, bocor dan pecah,
barang jenis ini dalam praktek sering berupa buah-buahan, sayur-sayuran,
makanan, kaca, gelas dan sejenisnya. Pengiriman barang-barang jenis ini
sening ditekankan untuk dilakukan pengepakan yang kuat dan diadakan
perjanjian secara khusus. ;

3. muatan barang lux,
barang lux ini adalah merupakan jenis barang yang beresiko tinggi dan
mempunyai nilai yang tinggi. Jenis barang ini antara lain seperti sepeda
motor, mano, televisi, radio dan lain-lainnya; dalam pengiriman barang
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Jenis ini, untuk memperkecil resiko atau menghindari resiko dan kerugian
atas Dbarang-barang ini, maka harus dibungkus dengan kuat dan
diasuransikan,
Apabila permohonan vang diajukan PT, Herona Express kepada PT. Kereta
Api (Persero) telah ada kesepakaian, maka PT. Herona Express harus menyertakan
Surat Angkutan menurut bentuk tertentu, satu helai surat angkutan hanya dapat
digunakan untuk satu kiriman Surat angkutan tersebut dicetak dan dibubuhi cap
kering PT. Kereta Api (Persero) Bagian muka dari Surat Angkutan diisi oleh PT
Herona Express vang mengajukan permintaan kepada PT Kereta Api (Persero) untuk
mengirimkan barang pada suatu slamat tertentu. Surat Angkutan tersebut berisi pula
perincian barang-barang dan ditandatangani oleh atau atas nama pengirim. Sedangkan
bagian belakang Surat Angkutan diisi oleh Pegawai PT. Kereta Api dengan lengkap
dan tepat |, meliputi;
4 diterima dan dicocokkan;
b.  ditimbang,
dimuat,
dibongkar;
diserahkan;
menghitung biaya,

& O

®w = oo

tanda penerimaan pembayaran;

h. pemberian dwilipat. (lampiran No '?‘j
Semua hal tersebut harus dibubuhi paraf pegawai PT. Kereta Api (Persero) vang
mengerjakannya.

Sebagai tanda penerimaan, untuk semua kiriman, PT Herona Express dapat
membuat dwilipat surat angkutan. Dwilipat surat angkutan membuktikan sepenuhnya
atas penerimaan barang yang disebutkan didalamnya, karena itu pemberian dwilipat
surat angkutan hanya dilakukan satu kali saja oleh stasiun penginm. Dwilipat surat
angkutan tidak boleh diberikan, bila pada wakru pengajuan permintaan tidak
disertakan surat angkutan aslinya. Pada halaman muka dari dwilipat surat angkutan
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diatas cap kering harus ditulis "Dwilipat”. Tanda tangan yang ada pada Surat
Angkutan yang asli, baik dari PT, Herona Express maupun dari Pegawai PT. Kereta
Api dicatat pada Dwilipat Surat Angkutan, dengan disertai (tertanda): nama
pegawal harus disertai pula dengan pangkalnya. Setelah ity Dwilipat Surat Angkutan
dikembalikan kepada pengirim (PT, Herona Express) setelah dibubuhi cap ekspedisi
Pernyataan tentang pemberian Dwilipat Surat Angkutan pada Surat Angkutan asli
selalu dibubuhi tanda tangan pegawai yang memberikannya (STBH:8)

Dwilipat merupakan duplikat Surat Angkutan yang diajukan oleh PT Herona
Express sebagai pengirim yang harus distempel dan dikembalikan oleh PT Kereta
Api kepada PT. Herona Express. Duplikat ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian
seperti halnya Surat Angkutan asli yang mengikuti barang, tetapi hanya membuktikan
bahwa barang-barang yvang tersebut dalam dwilipat itu telah diterima dengan baik
oleh PT, Kereta Api (Persero) Namun dalam Surat Angkutan Asli yang mengikuty
barang haruslah ditulis bahwa Surat Angkutan itu telah dibuat duplikatnya atau
Dwilipat, Keterangan dalam Surat Angkutan Asli tersebut harus diparaf oleh kedua
belah pihak.

Pemberian cap ekspedisi pada surat angkutan ini, sebagai tanda penerimaan
barang oleh pengangkut (PT. Kereia Api). Jadi terjadinya perjanjian pengangkutan
barang hantaran dengan kereta api ini melalui proses yang panjang dan diakhiri
dengan pemberian cap ckspedisi pada surat angkutan. Adapun surat angkutan it
sendiri hanya berfungsi sebagai tanda bukti. Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan
Direktur Utama Perusahaan Kereta Api nomor KA/DX/04007/SK/91 mengenai
Syarat-syarat dan Tarif-tarif Pengangkutan Barang Hantaran dengan Kereta Api dan
Urusan Penyeberangan (STBH)

J.L1  Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Barang Hantaran

Perjanjian pengangkutan barang hantaran yang dibuat secara sah mengikat
para pihak sehingga antara pengirim dan pengangkut timbul hak dan kewajiban yang
direalisasikan melalui pelaksanaan perjanjian
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Sesual dengan isi surat perjanjian antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dengan
PT. Herona Express maka kewajiban PT. Kereta Api (Persero) sebagai pengangkut
adalah:

a4 menyediakan sarana angkutan berupa kereta barang;

b. memberitahukan kepada PT. Herona Express paling lambat 1 (satu) hari sebelum
hari keberangkatan Kereta Api apabila terjadi perubahan atau tidak tersedia kereta
barang kecuali kalau terjadi kerusakan vang mendadak;

¢ memberi kartu khusus (kasus) untuk | (satu) kali perjalanan setiap bulan yang
berlaku pada lintas treyek Kereta Api dimaksud dan 1 (satu) kasus cadangan yang
digunakan bila terjadi kekusutan angkutan;

d. memberi ganti rugi terhadap barang yang hilang atau rusak yang disebabkan oleh
kecelakaan kereta api atau sebab lain yang dapat dibuktikan karena kelalaian PT
Kereta Api maksimum sebesar asuransi yang ditutup oleh PT. Kereta Api
(lampiran No.4)

Sedangkan kewajiban PT. Herona Express sebagai ekspeditur adalah:

a, mengambil dan menerima bareng disuatu tlempat menurut petunjuk pengirim,

b menimbang dan memeriksa barang-barang Kiriman tersebut distasiun pengirim
dan stasiun tujuan, Y

¢ memuat barang-barang dalam kereta barang milik PT. Kereta Api (Persero) sesuai
dengan petunjuk dan menurut ketentuan yang berlaku agar aman dan tidak
menimbulkan kelambatan kereta api;

d. mengadakan pengawalan dan pengemasan barang-barang selama perjalanan
sesuai petunjuk dari PT. Kereta Api (Persero);

e. membongkar barang distasiun-stasiun antara maupun  distasiun tujuan tanpa
mengganggu penalanan kereta api,

f.  Menyerahkan barang-barang tersebut disuaty tempat menurut petunjuk penerima,

g Membayar biaya pengangkutan,

R Memberitahukan data barang dengan sebenarnya kepada PT. Kereta Api (Persero)
(Lampiran No. 4)
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Dalam pelaksanaan perjanjian antara PT. Kereta Api (Persero) dengan PT
Herona Express selain menimbulkan kewajiban diantara kedua pihak juga terdapat
hak diantara kedua belah pihak. Adapun hak PT Kereta Api (Persero) sehaga
pengangkut adalah:

a, menolak untuk mengangkut barang jika pihak ckspeditur tidak mematuhi
peraturan yang sudah ditetapkan,

b. memperoleh pembayaran biava pengangkutan dari pihak pengirim (ekspeditur)
sesual dengan tarif yang telah ditentukan:

¢. menolak ganti rugi apabila pihaknya dapat membuktikan bahwa kerugian yang
terjadi bukan kesalahannya. (lampiran No, 4)

Dan hak dari PT. Herona Express sebagai ekspeditur adalah sebagai berikut:

a. berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari pthak PT. Kereta Api (Persero),

b. selama barang kiriman belum berpindah tangan kepada penerima maka pihaknva
masih berhak memberikan petunjuk susulan, misalnya: penginm memberi
petunjuk agar barang hantaran dikirim kembali ke stasiun pengirim,

¢. berhak menuntut ganti rugi kepada pengangkut (PT. Kereta Api) apabila barang-
barang hantaran itu rusak, nilang atau terlambat dalam penyerahannya yang
mengakibatkan kerugian bagi pihaknya ataupun baﬁi pengirim.(lampiran No. 4)

3.1.2 Kegiatan PT. Kereta Api Dalam Pelalisanaan Perjanjian
A. Kegiatan Stasiun Pengirim

PT. Herona Express pada saat melakukan perjanjian pengangkutan barang
hantaran kadang-kadang menggunakan urusan Ambil-Bawa atau urusan A-B Dengan
urusan A-B imi maka pengangkut mengambil barang-barang hantaran tersebut dari
alamat pengirim yang dikenakan bea menurut tarif yang telah ditetapkan. Ditempat-
tempat tersebut kiriman hantaran dibawa oleh urusan A-B ke alamat penerima tanpa
dipungut tambahan bea. Apabila semua barang-barang telah siap diangkut maka PT

Kereta Api akan melaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat (STBH %)
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B. Kegiatan Stasiun Antara

Stastun antara melakukan kegiatan yang berupa membukukan barang-barang
kinman hantaran, mengubah stasiun tujuan pada surat penghantaran (sph) apabila ada
permintaan pengubahan stasiun tujuan dari pengirim dengan memberitahukan dengan
hota Kepala Kantor Pemeriksaan.

Apabila stasiun antara atas permintaan stasiun pengirim harus mengirimkan
kiriman tersebut ke tempat lain maka stasiun pengirim harus mencatainya pada
dwilipat surat angkutan (STBH.6)

C. Kegiatan Stasiun Penerima/ Stasiun Tujuan

Setelah barang kiriman hantaran tiba di stasiun tujuan maka kewajiban dan
PT. Kereta Api uuntuk memberitahukan Berita Kiriman Datang atau BKD kepada
penerima secara tertulis, Untuk kiritaan tersebut yang penerimanya bertempat tinggal
diluar lingkungan peredaran, penerima menerima kabar tentang datangnva kiriman
dari stasiun tempat kiriman itu harus diambil dan biaya penyampaian berita
dibebankan kepada penerima menurut tarif yang berlaku (STBH 11)

Adapun yang dimaksud dengan batas lingkungan peredaran menurut Pasal 14
ayat 2 STBH yaitu:

&, Pada stasiun-stasiun yang berada atau terletak dalam atau dekat kota atau
tempat-tempat yang penting ditetapkan oleh perusahaan untuk kota-kota
dtau tempat-tempat itu,

b. Pada stasiun-stasiun yang tidak disebut dalam ayat 2 sub a adalah suaty
hingkungan terletak aalam Jarak 1000 (seribu) meter jani-jari lingkaran
terhitung dari stasiun itu,

¢. Batas lingkungan peredaran dapat diperpanjang atau diperpendek oleh
kepala eksploitasi/ KADAQP (Kepala Daerah Operasi),

Setelah Berita Kiriman Datang (BKD) diterima, penerima dapat mengambil
barang-barang itu di stasiun yang telah ditunjuk. Jika penghantaran itu dilakukan oleh
urusan A-B maka barang-barang tersebut diantarkan sampai ke rumah dan dipungut
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upah hantaran menurut tarif yang ditentukan. Stasiun tujuan berhak memungut Uang

Tahan Barang dan Uang Tahan Gerbong yang tercantum dalam surat angkutan.
Uang Tahan Barang dikenakan apabila:

1,

2

setelah lampau 18 (delapan belas) Jam, oleh pengirim barang-barang yang

disebut dalam 1 (satu) Surat Angkutan

a. tidak dapat dibawa ke Stasiun sekaligus;

b. diajukan dengan Surat Angkutan vang salah atau kurang lengkap pengisiannya,

c. diajukan tanpa surat keterangan yang diperlukan begitu pula barang yang
diajukan tanpa Surat Angkutan;

kiriman yang datang dan telah dibongkar oleh PT. Kereta Api (Persero) kemudian

oleh penerima tidak diterima dan dibawa keluar halaman stasiun selambat-

lambatnya 18 (delapan belas) jam sesudah berita kiriman datang diserahkan

kepadanya (lampiran 7)

Uang Tahan Gerbong dan akibat-akibatnya:

1.

uang tahan gerbong dikenakan apabila pengirim tidak selesai memuat ataul
pencrima tidak selesai bongkar zerbongnya setelah melebihi 6 (enam) jam sejak
ia diberitahukan tentang tersedianya gerbong untuk dimuat atau untuk dibongkar,
selama uang tahan gerbong belum terbayar lunas, permintaan gerbong baru dari
penumpang yang bersangkutan tidak diterima baik di stasiun yang sama maupun
i stasiun lain,

Jika penunggakan uang tahan gerbong terjadi berulang-ulang sampai 3x (tiga kali)
dalam satu bulan, hak meminta gerbong bagi pemuat yang bersangkutan dicabut

untuk seterusnya, (lampiran 7)


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

29

3.2 Tanggung Jawab PT. Kereta Api Indonesia (Persero) jika Barang
Mengalami Kerusakan, Hilang atan Keterlambatan dalam Penyerahan
Barang

Sebelum kita membahas tentang tanggung jawab PT. Kereta Api jika terjadi
wanprestasi terlebih dahulu kita bahas sebab-sebab kerugian barang. Kerugian pada
barang itu dapat disebabkan karena;

4. cacal pada barang itu sendini.

adapun yang dimaksud dengan cacat pada barang itu sendiri didasarkan pada
sifat pembawaan dari barang kiriman hantaran tersebut;

b. kesalahan atau kelalaian pengirim,

yang dimaksud dengan kesalahan atau kelalaian penginman yaitu pengirim tidak
mematuhi syarat-svarat vang telah ditentukan misalnya: dalam pengepakan
barang atau pembungkusan barang,

¢. force majeure atau overmacht,

hal ini mengandung pengertian suatu keadaan vang tidak diduga sebelumnva
misalnya: ditengah perjalanan lerjadi gempa yang mengakibatkan barang-barang
yang diangkut mengalami kerusakan dan hancur;

d. kesalahan dari pihak pegawai PT. Kerela Api,

disint mengandung pengertian akibat perbuatan pegawai vang ceroboh atau tidak
hati-hati dalam memuat atau membongkar barang-barang kiriman.

Yang menjadi tanggung jawab PT. Kereta Aol dalam hal ini yaitu karena kesalahan

dant pihak pegawai yang menyebabkan barang mengalami kerusakan, hilang, atau

keterlambatan dalam penyerahan barang

Menurut Muhammad (1994:22) dikatakan bahwa:

Tidak selamanya pengangkut harus bertanggung jawab terhadap barang yang
hilang atau rusak, pengangkut bisa bebas dari tanggung jawabnya apabila
rusak atau hilangnya barang tersebut diakibatkan oleh

I keadaan memaksa,

2 cacat pada barang itu sendiri,

3. kesalahan atau kelalaiar si pengirimn
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Mengenai penuntutan ganti rugi oleh penerima dapat diadakan dalam 3 (tiga) macam

vaitu:

I. permintaan ganti rugi karena hilangnya barang, suatu barang dianggap hilang vaitu
jika penyerahan barang tidak dapat dilakukan dalam waktu 6 (enam) minggu
setelah penyerahan dilampaui, Maka setelah lampau waktunya barang dianggap
hilang dan pihak pengirim atau penerima barang dapat mengajukan tuntutan ganti
rugi atas hilangnya barang kepada PT Kereta Api (Persero), Adapun perhitungan
mengenal ganti ugi dalam Pasal 84 BVS disebutkan:

4. besarnya ganti rugi atas hilangnya barang, baik sebagian maupun seluruhnya
dihitung menurut harga pasar dan jika hal itu tidak mungkin menurut harga
barang sejenis dengan keadaan vang sama pada dan di tempat barang itu
diserahkan. Jumlah ini harus dikurangi dengan ongkos yang belum terbayar

b. besarnya ganti rugi tidak boleh lebih dari 80 (delapan puluh) persen, sedangkan
bagian-bagian kg (kilogram) dihitung sebagai | (satu) Kg (kilogram)

¢. pka harga yang dinyatakan ity Jumlahnya lebih tinggi, maka jumiah yany
dinyatakan itu merupakan batas maksimum dari uang ganti rugi vang dapat
diberikan.

2. permintaan ganti rugi karena rusaknya barang,

Jjika terjadi kerusakan barang maka pengirim atau penerima dapat menuntut

penggantian  kerugian  kepada PT  Kerela Apl. Sedangkan penghitungan

pengeantian kerugian adalah sebagai berikut

a, jika harganya menurut arti Pasal 84 ayat (1) BVs, lebih kecil atau sama dengan
Jumlah maksimum yang ditetapkan dalam ayat (2) dan (3) dari Pasal itu, maka
kesusutan yang disebabkan oleh kerusakan itu harus diganti sepenuhnya

b. jika harga itu lebih besar, maka penggantian kerugian itu hanya berjumlah
sebagian dari kesusutan harga itu, dibitung menurut perbandingan antara
Jumlah maksimum pada Pasal 84 ayat (20 dan (3) Bvs dan Jumlah menurut avat
(1) Pasal tersebur.

T e
{,-rn;u Miik UPT Pergustakar? \
Y| s JBER |

e
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3. permintaan ganti rugi karena waktu penyerahan terlambat,
hak mendapatkan ganti rugi vang karena waktu penyerahan ditetapkan dilampaus
atau terlambat juga berlaku disamping ganti rugi karena hilangnya atau rusaknya
barang, Besarnya ganti rugi karena keterlambatan penyerahan barang adalah
sehagei berikut:
a. Jika lamanya waktu keterlambatan penyerahan barang itu lebih dan satu hari
semalam adalah seluruh bea pengangkutan,
b jika kurang dari satu hari atau satu matam adalah setengah bea pengangkutan
(Adji dkk 1990:165-167)

3.2.1  Prosedur pengajuan Klaim atas Kerugian Barang

Apabila terjadi suatu kerusakan, kehilangan atau keterlambatan dalam
penyerahan barang maka pemilik barang atau penerima barang vang merasa
dirugikan berhak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi. Berkaitan dengan masalah
ganti rugi diatur dalam Pasal 1242 KUH Perdata yang berbunyi;

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan,
barulah mulai diwajibkan apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai
memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus
diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang
waktu yang telah dilampaukannya.

Adapun prosedur yang berkcenaan dengan pertanggungjawaban angkutan bila
ada klaim yaitu:

L, pemilik barang atau penerima barang datang ke PT. Herona Express.

b2

PT. Herona Express melanjutkan klaim pada PT Kereta Api (Persero) sesuai
dengan perjanjian angkutan;

sl

PT. Kereta Api (Persero) melimpahkan pengeantian kerugian pada PT. Asurans
Jasaraharja Putra sesuai dengan perjanjian asuransi angkutan barang

Kerusakan atau musnahnya sebagian atay seluruhnya kiniman yang dapat
dibuktikan karena kesalghan pikaknya, PT Kereta Api (Persero) akan segera
melakukan pembayaran ganti kerugian Pembayaran ganti kerugian kepada pemilik
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barang dilakukan oleh PT. Kereta Api (Persero) atas tanggungan Perusahaan asuransi
( Pasal 34 UU Nomor 13 Tahun 1992),

Sedangkan syarat penuntutan untuk keterlambatan penyerahan barang yaitu
keterlambatan barang itu menimbulkan kerugian bagi pengirim. Kerugian itu
misalnya, karena tenggang waktu untuk menjual barang-barang itu dengan
keuntungan besar telah lampau, justru karena barangnya terlambat datang Ketika
barang-barang itu datang masa penjualan secara untung telah lampau

Tuntutan ganti rugi pihek PT. Herona Express kepada PT. Kereta Api
(Persero) sesuai ketentuan berlaku selambat-lambatnya dilaporkan 3x24 (tiga kali dua
puluh empat) jam, Laporan lengkap dengan dilampin dokumen-dokumen sesuai
dengan Ketentuan tuntutan ganti rugi vang berlaku beserta surat permohonan ganti
rugt asli yang dialamatkan kepada Direktur Operasi PT. Kereta Api (Persero) paling
lambat 2 (dua) minggu sejak saat terjadinya kecelakaan Besarnya ganti rug
maksimum sehesar jumlah pertanggun gan yang disepakati dengan pihak asuransi

Dengan adanya klaim dan PT, Herona Express maka PT, Kereta Api (Persero)
harus segera memberitahukan kepada PT  Asuransi Jasarsharja Putra setelah
terjadinya suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian. Dalam bal mengajukan
Klaim ini pihak PT. Kereta Api (Persero) harus menyertakan dokumen-dokumen
sebagal berikut;

I surat tuntutan yang asli dari pihak PT. Herona Express,

2. copy berita acara atau laporan tentang kehilangan atau kerusakan yang dibuat oleh
pejabat yang berwenang; '

3. tanda terima yang asli sebagal Bukti Penverahan Barang dari PT. Herona Express
(surat angkutan)

4. dokumen-dokumen lain yang dapat dijadikan bukti untuk memperkuat tuntutan
gant rugr yang diajukan,

Namun dalam hal i tidak semua resiko vang diderita oleh PT. Kereta Api
(Persero) ditanggung oleh PT. Asuransi Jasaraharja Putra. Resiko-resiko vang tidak

ditanggung oleh PT. Asuransi antara lain
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. kerugian sebagai akibat pecang, penyerbuan musuh dari luar, penvitaan dan
pengrusakan barang-barang uias perintah vang berwajib,

2. kerusakan tidak langsung ( gangguan usaha),

3. kerugian-kerugian yang timbul karena keterlambatan  pengiriman  atau
penghantaran barang atau tidak diter manya barang tepat pada waktunya,

4. kerugian-kerugian yang disebabkan oleh kesalahan, kelalaian, ketidakhati-hatian
dari pemilik barang atau pekerja atau orang vang berada dibawah pengawasannya
bark didalam maupun di luar kegiatan bongkar muat;

5. kerugian yang timbul karena tidak memenuhi persyaratan atau packing vang
digunakan;,

6. kerusakan atau kehilangan vang disebabkan perubahan suhu udara dan atay rusak
karena alat pendingin.

3.2.2 Tanggung Jawab T, Kereta Api (Persero) terhadap Tuntutan Ganti Rugi

Pengangkut kereta api pertanggung  jawab atas pelaksanaan perjanjian
pergangkutan mulai pada saat barang diterima sampai pada saat barang diserahkan
kepada penerima yang berhak Fertanggungjawaban ini meliputi kerusakan dari
burang, hilang sebagian atau seluruhnya ataupun penyerahan terlambat, kecuali kalay
pengangkut dapat membuktikan bahwa kerugian itu diluar kesalahannya. Keterangan
ini sesual dengan bunyi Pasal 91 dan Pasal 92 Kitab Undang-undang Hukum Dagang
(Poerwosoetjipto: 80,

Pasal 91 Kitab Undang-undang Hukum dagang menentukan bahwa:
“Pengangkut dan juragan perahu harus menanggung segala kerusakan yang
terjadi pada barang-barang dagangan dan lain-lainnya setelah barang itu
mereka terima untuk diangkut, kecuali kerusakan-kerusakan yang diakibatkan
karena suatu cacat pada barang-barang itu sendiri, karena keadaan memaksa
atau kealpaan si pengirim/ekspeditur”

Cacat ini dimaksudkan sifat pembawaan dari barang itu sendiri yang menyebabkan
rusak atau terbakarnya barang dalam perjalanan. Lain halnya bila kerusakan atau
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lerbakarnya itu disebabkan karena salah penempatan atau kelalaian pengangkut maka
kerugian itu dibebankan kepada pengangkut (Poerwosutjipto:36-37).
Pasal 92 Kitab Undang-undang Hukum Dagang menyebutkan, “Pengangkut atau
Juragan perahu tidak bertanggung jawab atas terlambatnya pengangkutan, jika hal ini
disebabkan karena keadaan memaksa™,

Apabila barang hantaran itu terlambat datangnva ditempat tujuan, sehingga
mengakibatkan kerugian maka pengirim dapat menuntut ganti rugi kepada
pengangkut atas dasar Pasal 95 Kitab Undang-undang Hukum Dagang vaitu,

“Segala hal untuk memeajukan gugatan terhadap para ekspeditur, pengangkut
atau juragan perahu karena hilangnya barang-barang seluruhnya atauy karena
rusaknya, berdaluwarsa setelah tenggang waktu selama satu tahun terhadap
pengiriman-penginman ¢&i dalam  wilayah Indonesia, selama dua tahun
terhadap pengiriman-pengiriman dan Indonesia ke luar tenggang waklu mana
dalam hal hilangnya barang-barang dihitung mulai saat barang-barang itu
sedianya telah harus selesei diangkutnya dan dalam rusak atau terlambal
disampaikannya, mulai hari barang-barang itu tiba ditempat tujuan.

Daluwarsa ini tidak berlaku dalam hal telah terjadinya penipuan atau
pengkhianatan™,

Mengenai penggantian rugi dalam hal kelambatan memuat juga;
I nama dan berat atau ukuran barang-barang vang diangkut, begitupun merek-

merek dan bilangan-bilangannya,

3

nama orang kepada siapa barang-barang dikirimkannya,

3. nama dan tempat si pengangkut:
4 jumlah upahan pengangkut,
5. tanggal;

6. tanda tangan si pengirim atau ekspeditur

Pada awalnya, waktu diterimanya barang kiriman hantaran oleh pihak PT
Kereta Api (Persero) , maka pihaknys wajib membuat tanda terima atas barang yang
sudah diserahterimakan dan menjadi tanggung jawabnya. Tanda terima tersebut harus
memuat:

I tanggal diterimanya barang,
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2. nama pemilik atau pengirim barang,

LIFY |

. jenis barang yang diangkur;

i

harga barang (satuan dan total);

5. ongkos angkut;

6. stasiun pemberangkatan dan tujuan.

Semua barang yang diterima oleh PT, Kereta Api (Persero) harus dalam keadaan baik
dan lengkap. Apabila ternyata barang vang diterimanya tidak dalam keadaan haik
maka pihak PT, Kereta Api (persero) harus membuat catatan tentang keadaan barang
lersebut pada tanda terima barang yang diangkut

Apabila dalam pelaksanaannya tefjadi  suatu  wanprestasi  sehingga
menimbulkan kerusakan sebagian atau seluruhnya dan mlangnya barang maka pihak
PT. Kereta Api (Persero) akan segera membayar ganti rugi sebesar asuransi yang
ditutup oleh pihaknya. Berdasarlan lampiran tanggung jawab pembayaran gant
rugi ini dipertanggungkan pada pihak asuransi atay dengan kata lain pihak asuransi
adalah penanggung atas tanggung jawab hukum PT. Kereta Api (Persero) sebagai
tertanggung dalam pengangkutan barang-barang hantaran milik prinsipal (PT. Herona
Express).

Tanggung jawab PT. Asuansi Jasaraharja Putra terbatas mulai saat barang-
barang hantaran diserahkan oleh PT. Herona Express kepada PT. Kereta Api
(Persero) di stasiun penerimaan atay pemberangkatan untuk diangkut Berlanjut
selama barang-barang hantaran berada dalam pengangkutan serta berakhir pada saat
barang-barang diserahkan di tempat penyerahan stasiun twuan kepada pihak PT
Herona Express atau pihak yang ditunjuk untuk mewnkilinya

Batas tanggung jawab PT. Asuransi Jasaraharja Putra untuk angkutan barang
hantaran adalah sebagai berikut
I untuk angkutan barang hantaran setiap kejadian Rp. 50.000.000,00
2. untuk resiko sendiri yang menjads tanggung Rp.  1.000.000,00
Jawab PT. Kereta Api untuk setiap kejadian
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3. jumlah maksimum ganti rugi untuk saty tahun Rp. 600.000 000,00
pertanggungan
(lampiran 5).

Tanggung jawab pihak PT. Kereta Api (Persero) atas kerugian vang diderita
oleh pihak pengirim diberikan dengan ketentuan:

I sumber kerugian berasal dari pelayanan angkutan dan harus dibuktikan adanya
kelalaian petugas atau pihak lain yang dipekerjakan oleh badan penyelenggara,

2. besarnya ganti rugi dibatasi sejumlah asuransi yang ditutup oleh badan
penyelenggara dalam hal penvelenggaraan kegiatannya (Pasal 28 ayat 2 ULl No
13 Tahun 1992),

Pembayaran ganti rugi sctiap kejadian oleh PT. Asuransi Jasaraharja Putra
kepada pihak PT. Kereta Api (Persero) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan
terhitung sejak diterimanya berkas pengajuan klaim secara lengkap oleh PT. Asuransi
Jasaraharja Putra dari pihak PT Kereta Api (Persero). Untuk setiap pembayaran
tersebut dikirimkan Bukti Pencrimaan Pembayaran (kwitansi) dan pihak yang

mengajukan tuntutan ganti rugi atau yang menerima pembayaran

3.3 Penyelesaian Perselisihan Ganti Rugi terhadap Pengirim atau Penerima
apabila  terjadi  Kehilangan, Kerusakan atau Keterlambatan dalam
Penyerahan Barang Hantaran

Tuntutan ganti rugi terhadap PT. Kereta Api (Persero) oleh PT Herona

Express ataupun oleh penerima barang hantaran apabila teqadi perselisthan dapat

diselesaikan dengan 2 (dua) cara yastu:

I secara musyawarah dan mufakat,
dalan hal ini PT. Kereta Api (Persero) selaku pihak pengangkut yang dituntut
oleh PT. Herona Express setelah melakukan penelitian dan pembuktian ternyata
kerugian yang timbul itu disebubkan karena kesalahan dari pthaknya, maka sesuai

dengan musyawarah dan mutakat tanpa meminggalkan prosedur yang sudah
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ditetapkan, wajib memberi ganti rugi kepada pengirim ataupun penerima sesuat
perjanjian yang diadakan dengan dibuktikan oleh surat angkutan.

b2

diajukan ke Pengadilan Negeri,

cara 1t digunakan apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak
lercapal, penyelesaiannya ini diajukan ke Pengadilan Negeri dengan memilih
tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan tidak berubah di kantor
Pengadilan Negeri kelas | Bandung. (lampiran 4)

Sampal saat ini cara yang ditempuh melalui Pengadilan Negeri udak pernah ada,
karena dengan cara musyawarah dan mufakat dianggap cara yang paling baik
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IV.KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan dan pemhatiasan yang telah diuraikan pada hah-

il sebetumnya, maka dapat ditaris kesimpulan sebagai berikyt

A

1

dalam Pembentukan perjanjian pengangkutan barang hantaran vang dilakukan
oleh PT Kereta Api (Persera) dengan PT, Herona Express terjadi melalui suaty
proses vang panjang  Pihak PT  llerona express harus menvertakan  surat
angkutan, Surat Anpkutan ini hanya berfungsi schagai tanda bukti Sueat
Anghutan tersebut dicetal dap dibubuty cap kering PT Kereta Api (Persero).
Peranpan Penganekutan barang hantaran yany dibual secara sah mengthal para
hak  yang  memmbulkan hal  dan hewajiban  dan  direalisasikan  metaly
pelaksanaan  perjangian A dapin pelaksanaan  peranpan in dapal  melalw
heberapa whap dalam pelabsanzannyi vaitg

b Kegiatan stasiun pengitim,

2 hegintan stasin antars,

3 kegiatan stasian penerima

fanggung Jawab PT Kerets Api (Persera) atas pengiriman barang  meliputi
Kerisakan barang sebaginn atan seliruhingn akibat kesalahan pengangkitan
kehitangan harang sebagran ata seluruhnva akibm kesalahan pengangkatan dan
keterlambatan penerimaan harsng abibat kesataban pengangkitan  Untuk
melakiukan suatu tuntatan: gant tugt terhadap PT Kereta Api (Persera) harusiah
melas prasedus viang sudab ads vaita Pemilik barang atau penerima harang
kiriman hantacan datane ke PT [ lerong Fxpress setelah itu PT Ierana Fxpress
melanjutkan Klaim pada PT Kereta Apr (Persero) dan lanskah terakhie PT
Kerety np (Persero) akan melakukan penguantian kerugian maksimum sebesar

asurans) yang ditutup oleh PT Keveta Ap (Persero).
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¢. uniuk menyelesaikan ganti rugi penerima atau pengirim apabila terjadi kehilangan,
kerusakan, keterlambatan penverahan barang hantaran dapat diselesaikan dengan
2 (dua) cara yaitu:
I secara musyawarah mufakat;

2. diajukan ke Pengadilan Negeri.

4.2 SARAN-SARAN
Adapun saran-saran yang dapal Penyusun berikan dalam hal pengangkutan
barang hantaran adalah:

a. sebaiknya dalam surat angkutan ity juga tertera ganti rugi dalam hal
keterlambatan penerimaan barang hantaran Sehingga seolah-olah vang diber
ganti rugi itu tidak hanya apabila barang rusak atau hilang saja,

b. dalam pemberian ganti rugi atas barang vang hilang atau rusak telah memada
tetapi masih perlu ditingkatkan;

¢. bagi penginm barang hendaknya menulis alamat dengan jelas sehingga
memudahkan pihak ekspeditur dalam mengirimkan barang hantaran; hendaknya
pengirim barang bersikap juiur terhadap barang yang dikirimkannya karena
apabila isi maupun jenis barang yang dikirimkan ternyala lain dari kenyataan
yang telah dicatatkan dalam surat pengiriman; apabila terjadi kerusakan atay
kehilangan barang akibatnya pengirim barang sendiri yang akan rugi;

d. sebaiknya pihak PT. Kereta Api (Persero) mempunyai alat deteksi yang canggih
sehingga barang-barang yang sudah dibungkus rapi oleh penginm tidak dibuka
lagi untuk diperiksa isinya.
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PERJTANJIIAN

ANTARA

PT. KERETA API (Persero)
DENGAN

PT. HERONA EXPRESS
TENTANG

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN URUSAN PENGUMPULAN

DAN
PENGHANTARAN KIRIMAN HANTARAN DENGAN
" KERETA API SRI TANJUNG ™

YOGY AKARTA - BANYUWANGI P P. !

NOMOR : 143 / HK / OP / 2000

da hari ini Selasa tenggal Dua Puluh Dua bulen Agustus tahun Duwa Ribu,

yang bertanda
ngan dibawak i

BADAR ZAENIE t  Direktur Operasi PT.KERETA API (Perzero)

bertempat kedudukan di Kentor Pusat PT, KERETA APL
(Persero), Jalan Perintis Kemerdekaan Momor | Bandung
40117, dalam hal ini bertindok deolam jobatanmya
berdasarkan Kep. Menkeu Mo 174/KME01/1999 tanggel
20 Mei 1999 mewakili  Direks! PT. KERETA  API

(Persero), untuk selanjutrys disebut PIHAK PERTAMA
H, Z. ARIFIN SYAH Direktur Utama PT. HERONA EXPRESS, bertempat
kedudukan di JI, Kampung Bandan Stesiun Jokartagudang
Jakarta, dalam hal inl bertindak untuk dan atas nama PT
HERONA EXPRESS selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
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dengan inl Kedua Pihak: velah setuju dan bersepakat untuk mengedalian Perjan jian tentang
Peryelengaaraan Urusan Pengumpulan dan Penghantaren dengan Kereta Api, dengan ketentuan
ketentuan dan syarat-syarat sebagmmana diatur dalam Fasal-patal berikut di bawdh ini ¢

Pasgal 1
MAESUD DAN TUJUAMN

PIHAY. PERTAMA day PIHAK KEDUA mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan
dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan Angkuten Kiriman Hontaran dengan Kereta Api
SRI TANJUNE Yogyakearta - Barryuwangi p.p

Faszal 2
BENTUX KERTASAMA

(1) PIHAK PEMTAMA menyerahkan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk menyelenggarakan

Urusan Pergumpulan - dan Penghanteran Kiriman Hantaran dengon Kereta Api SRI
TANJUNS Yeoqyakarta - Baryuwangi p.p.

. (2) PIHAK KEDUA menyatakan menerima fuges dari PIHAK PERTAMA sebagaimana tersebyt
pada ayat (1) Pasal ini.

(3) PIHAX KEDUA melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku di PT. KERETA API
(Perserc) dan depat mewujudkan tujuan dari Perjanjian ini, seolah-olak merupaken begion
yang tidak terpischkan darl organisasi PIHAK PERTAMA dengan Jalan
. Menyelenggarakan angkutan dengan cepat, aman dan lancar serta tepat wakty:

b, Mencarl dan memelihara hubungan yang erat gengan pengirim - pengirim, baik yang
besar maupun yang keeil

(4) Pemyelenggaraan arqkutan tersebus pada ayat !1) dan (2) Pasal ini citetapkan, dalam
Kereta Barang (BP) peda relasi Kereta Api SRI TANTUNG Yogyakarta - Bamyuwangi p.p

(3) DI Stasiun penairim maupun d| Stusiun antara, PIHAFK PERTAMA tidak lagi melayani
. Anghkuten Barang Hantaran maupun Bagasi yang nienagunakan Kereta Api SRI TANJUNE

Yogyokarta - Barryuwung_] P-p. dan kiriman yang ditzrima akan disalurkan kepada Ekspeditur
pemegang kontrak,

H-stj-00.doe 2%08:00 || | e 2
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Pozal 3
KEWATIBAN PARA PIHAL

(1) KEWAJTIBAN PIHAK PERTAMA :

a,

Memyediakan sarana angkutan beripa Kereta Barang (8P) kepada PIHAX KEDUA yorg
di-ranokeikan podo Kereta Api SRI TANJUNG Yogyakarta - Banyuwangi p.p.
Memberitchukan kepade PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) hari sebelum hae
keberangkatan Kereta Api cpabila ter jo] perubchon atau tidak tersedia Kerets
Barang (BP) kecuall kalau ter jadi kerusakan yarg mendadak,

Memberi Kartu Khusus (Kasus) yag dikeluarken oleh Dacp 6 Yk atou Daop 9 Jr
kepoda Direksi PIHAK KEDUA untuk | (satu) kali perjelanan p p. setiap bulan yang
berlaku pada hintas / trayek KA dimaksud dan 1 (satu) Kesus Codangun yang digunaken
bila ter jadi kekusytan angkutan

Memberi gonti rugi terhadop barang yang hilang atau rusak yang disebabken oleh
kecelakaan Kereta Apl atay sebab lain yang dapat dibuktiken karena kelalaian PTHAE
PERTAMA maksimum sebesar asurans: yang difutup oleh PIHAK PERTAMA.

() KEWATIBAN PIMAK KEDUA

a

b.

Mengembil dan menerima barang di suatu tempat menurut petunjuk pengirim
Menimbeng dan memeriksa barang-barang kirimen tersebut di stasiun pengirim dan
stasiun tujuan

Memual bm‘ung-b.m"mg tersebut dalum Kereta Barang (BP) milik PIHAK PERTAMA

sesual dengan petunjuk dan menurut ketentuan yang berlakuy age’ aman dan tidgk

menimbulkan kelambatan Kereta Api

Mengedakan pengawalan dan pengemasan barang - barang tersebut selama perjalanan

sesual petunjuk PTHAK PERTAMA

Membengkar barang tersebut di Stasiun - Stesiun antara, maupun di Stasiun tujoan,

tanpa menaganggu per jalanan kKA

Meryerankan barang-barang tersebut di suaty tempat menurut petunjuk penerima

Setiap kall pengangkutan :

1) Membuat loporan pertelaan baramg yang dikirim dan disiapkan aleh Ekspeditur
yang ber-sangkutan meliputi ;

- Jenis barang:
Jumlah keli:
Herat per koll dan berat selurvhinya

= Tujuan kiriman yang dilampiri tembusan Kenasemen dori bareng - barang yang
diangkut dalam Kereta Barang (BP)

) Bentuk laporan pertelaan barang yang dikirim in diketahul / diparef sleh Petugas
PT KERETA API (Persero) maupun Petuges Ekspeditur pada tiep keaiatan muas /
bonghkar di stasiun pengirim dan gtasiun tujuan ‘

3) Laperan dibuat rangkap 4 (empat), masing-masing untuk |

H-atj-00 dee 3%0800 11 16 3
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- Kepala Stesitm pemgirim (pertingadl untuk KKBH sebogal lampiran leperan
bulanan):
- Kondektur Kereta Api memyertai Suret Angkuton dan Surat Penghantar (SA /
Sph): '
- Sukdit Pemasaran Angkutan Barang Kantor Pusas Bandung sebagai lampirar
Laporan Bulanan,
Petugas PIHAX KEDUA,
4} Membuat laporan bulanan atas realisasi angkutan dar dikirim kepada :
- Seksi Verifikesi Pendapatan Subdit, Pemasaron Angkuten Barang  Kantor
Fusat PT., KERETA API (Persero) Bandung, dilampiri foto copy bentuk
pertelsan barang yang dikirim:
Kadaop yang membawoni stasiurn pengirim
3) Apabila laperan yang dibuat tidak sesuaj dengon kernyatoam, maka PIMAY
PERTAMA dapat untuk sementare menghentikan kegiatan PIHAK KEDUA, setelar
pelenggarun ledua kalinye
h. Membayer bea angkutan Kercte Api sesual xetentuzn  yang ditetapkan dan digtus
dalam Pasc| 7 dar B Perjanjion ini.
| Apabila terjadi kecelakaan yang menimbulkan kerugian bagi PIHAK PERTAMA vang
dise-babkan sleh kelalaian Petugas PTHAK KEDUA atou disebabken oleh barang yang
dianakut, maka kerugian tersebut menjodi tanggungan PIHAK KEDUA
J Setiap bulan memuat minimal 26 (dua puluh enam ) Kereta BP dari Vi - Bw dan
sebalikrve dengan total angkutan 52 (lima puluk dua) Kereta BP dari Yk - Bw p.p. dan /
ateu seduai Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) Pe-janjian ini dengan total biaya Rp
30.160.000.00 (tiga puluk Juta seratus enam puluh riby rupich),

. Posal 4
PENGAWALAN

Untuk kepentingan pengawalan barang, PIHAK FEDUA depat memaikutkan Petugasmya pada
Kereta Barang (BP) yany bersangkutan dergan menggunakan Karry Troyek Bulonen (KTH)
maksimum 4 (empat) orang'yang dikeluarkan aleh ¥s/ 8 tempat pemboyaran bea angkutan
dengan membeyar Rp. 150,000,00 (seratus lima riby rFupiah) per orang, untuk sety bulan dan
dibayar tunai di stesiun Yang mengeluarkar, KTR

Pasal 5
PENGATURAN MUAT AN

(1) Maksimum muatan yang boleh dimuat dalarn Kereta Barang BP adalah sebsga 4.000 Kg (4
Ton),

" OHs00 doe 20000 11 10 1 ‘A
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(2) PIHAK KEDUA padd hari libur dan har Minggu depat menyelenggarakan Kirimean Hantaran
sesuai dengan berat sebenarnya

(3) PIHAX KEDUA dalam memnssn barang dalan Kereta Barang (BP) harusiah memperhatikan
keseimbangan muatan sesuai dengan petunjuk Petugas PIHAK PERTAMA sehingga dapat
menjenin keselametan per jolanan Kereta Api,

(4) PIHAK KEDUA dilarang memuai barang-barang berbahaya yang depat menimbulkar
kebako-ran atau membahayakan perjalanan Kereta Ap:,

(5) PIHAK PERTAMA atay Petugas yang berhiak dapat sewaktu-woktu melakukar pemeriksaan

muctan, untuk menrge tahui kebenaran pemyusunan barang, berat yang tertulis dalam SA dan
Ist serta jenis barang yang diangkut,

(6) PIHAK PERTAMA berhak untuk memborgkar / mesurunkan muatan kalau berdosarkan
pengamatan Fetugas PIHAK PERTAMA ternyata barang yang diangkut tidak memerchi

syarat seperti ketentuan dalam ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini yang dianggap membahaydken
perjalanar Kereta Apj

Pasal &
PELAMGEARAN MUAT AN

(1) Apabile terjad| pelanggaran muaton yang dike tahul setela dilakukan timbang ulang cleh

Petugas PIHAY PERTANMA, maka pembayeran atas kelebihan berat dih;fung sebage
berkut

Kelebinan berat dikalikan 2 (dun);
- Hns[rrr',-:: dlh.-‘runq dengen anip H2

(2) Jiko terdopat kelebihan muaten seteich dilakukan timbang uleng cleh Petugas PIHAK
PERTAMA, vang melebihi ketentuan esuai Pasal 5 ayat (1) moka kelebihan bee akan
dihitung se suaj ayat (1) Pasal ini, tetapi kalau sampai terjedi Kecelokaan Kereta Api dan
dapat dibuktikan karena muatan melebihi maksimum mua® maka seqgola kerugian yang
timbul don diderite oleh PIHAK PERTAMA  akan ditebankan kepada PIHAK KEDUA

(3) PIHAK KEDUA bertanggung jewab mengganti kerugian yang diderite aleh PIHAK PER-
TAMA apabile kerugian tersebut disebobkan oleh kelekuen PIHAK KEDUA karema atau
memuat barang yang berbahaya

(%) Kalau ter jod| pelanggaran dilakukan lebin dari 3 (tiga) kell dalam satu bulen maka PIHAK
PERTAMA sccara sepihak dapat memituskan Per janjian ini

Hetj-00.doe 2 70 k00 11 5
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(5) Untuk  menetralisie perbedarmn timbangan pade waktu dilakuken timbang ulang, maka

(1)

(2)

(3)

()

ditetapkan tolerarisi sebesar 5% (lima persen) deri berat secun ayat (1) Pasal in
Perbedoan berat antara Surat Angkutan (SA) dengan hasi| timbang ulang bilamana lebik
kecii dari 5 % (lima persen) dianggep tidak ada perbedaan

Pasal 7
BEA ANSXUTAN

BERAT MINIMUM Yam harus dibayar setiop gkutorn oleh PIHAK KEDUA sebesar 4
Ton dengan tarif Rp. 580.000,00 (lima ratuses 3 PulLh ribu rupich) deri Yk - Bw dan
Bw - Yi atay Rp, 145,00 (seratus ermpat puluky imd rFupiah) per kg,

Minimal Bee Anghuton yerg harus dibayar untuk saty bulen sebesar 26 (dua puluh enam)
Kereta Barang (B*) baik dars ¥k dan maupun dari  BW dikalikan Rp. 58000000 -
Rp. 15.080.000,00 (lima belas Juta delapan pulub riby rupich), kiriman yang dimuct di
Stasiun antare tidak dikenakan pembayaran Beg Argkutan demgan tetep mencentumbon
berct berang yang dikirim pada Surat Angkutar,

Apabile terjadi perubahan turif maupun biaya - bigya lain yang barkaitan dengan Angkutan
Kereta Api semasa berlakunya Perjanjion ini, maka dapat dirundingkan dan diselesaikan
oleh Kedua Pihak secarg musyawarah dan akon diatur dalam Addendun sesual Pasal |4
Perjanjian ini -

Pasal &8
PEMBAYARAMN BEA ANSKUTAN

Pembayaran Beq Angkuten dapat dilskukan secora berkala atou tunai dan diselesaikan d
stasiun pemberangkatan Stasiun Yeayokarta dan Stasiun Jember, yang dilakukan pada saa*
pengirimean baramg ,

Untuk pembayvaran berkala digtur seboaai berikut

a. Untuk masa angkutan 1 tenggel 1 sd. tenagal 10 tibeyar paling lambgt fanggal 15 bulan
yeng bersangkutan,

b. Untuk masa argkutan 11 tanggal 11 sd tanggal 20 dibayar paiing lambat tamnggal 25
bulan yang bersarghkutan,

¢ Untuk mase angkutan III tanagel 21 s d fangaal akhir bulan dibayar paling lanbat
 tangaal 5 bylen berikutmya

Fast-00 doe 2700800 11 |2 i
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((3) Apabila terjodi kelambatan pembayaran melebihi jangka waktu yong ditentuken pada ayet

(4)

(5)

(6)

(&)

(1

(2)

(2) Pasal ini, aken dikenakan denda sebesar 2 %o (dua persen) per hari dary jurnloh biaya
angkutan yang terhutang.

Untuk menjamin kelancaran pembayaran make PIHAK KEDUA meryerankan Bank Saransi /
Sertifikat Deposito ke Bark SNI Jalan Trikora Ne. | Yogyekarta dan Bank BMI Jelan
Panglime Besar Jendral Sudirman Mo 9 Jember yang disertai Surat Kuaca Pencairan
kepads Ks / Pbd ¥ dan Jr sebesar 10 (sepuluh) keli Bea Angkutan masing - masing
sebesar Rp, 5,800 00C 00 (lima jute delapan ratus ritw Fupiakh),

Apebila terjadi kelambatan pembayaran pode wakty yang ditetopkan, PIHAX PERTAMA
dapet mencairkan Bank Saransi / Sertifikat Deposits tersebut tanpa persetujuen PIHAK
KEDUA paling lambay 3 (tiga) har| setelah batas wakty pembayaran. Dalam hal ini PIHAY
KEDUA harus segera menerbitkan Bank Garansi / Sertifikat Depesito bary

Apabile jaminan yarg tersedia jumlahmya lebik keell dar yang tersebut poda ayet (4] Pesal
inl, dan PIHALK KEDUA belum menerbitkan Bank Sarans / Sertifikat Depasita mose
dianggop tidak ada Bank Garansi / Sertifikat Desasita Pembayaran Bes Angkutan harus
dilakukan dengan tunaj, sebagaimena tersebut pada ayat (1) Pasal ini

Ks/b/ Pbd Yk, dan Jr tidek menerima angkutan yung diserghkan olel PIHAK KEDUA
apabila penyerahan Bank Sorans; / Sertifikat Depasita belum diloksanakan oty belien
diganti yang baru seteldh dicairkan oleh PIHAK PERTAMA,

Apabila dalam 1 (satu) bulen terdupat Jumiagh harl kerja melebihi 24 (dua puluh enan) hars
maka pembayaranmya sebagaimang yang diztur dalam Pasal 7 ayat (1} don ayer (2}
Perjarjion inl dan merupakan BONUS yorg ditulis Surat Amkutan (54) TANPA BEA

sedangkan dalam 1 (setu) bulan kirang dari 24 (duag pulth enam) heei Kerje maka difiting
sesual dergan har| efektifrya.

Pazal 9
KERUSAKAN / FEHILAMNGAN KIRIMAN

Kerusakan kehilengan, kekusutan selama mase pemaargkutan e jok diterima dar peEngirim
sampai diserahkan kepade penerima mer jadi tangaury jawab PIHAK KEDUA

Kerusakan atou musnchrya sebogiun atau keseluruhan Kirimen yang dapat dibuktikan
karena kecelnkaan Keretq Api dan bukan karena kesalahan Pegawal PIMAK KEDUA akan

digant| oleh PIHAY PERTAMA sesuai ketentuan febagaimena tersebut dalan Pasg! 3 ayat
(1) sub d Per lan jian |ni :

H=s1)-00 tloe . 2 1000 i
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(3) Tuntuton qanti rugi FIHAK KEDUA kepoda PIHAK PERTAMA  sesua ketentuen yang
berlaku selambat-lambatnya dilaparkan 3 x 24 (tiga kali dua pulh empat) jam setelah
terjodirrye kecelakoan dimaksud poda ayat (2), Laporan lengkap dengan dilampiri dokumen-
dokumen sesuu dengan ketentuan tuntuton ganti rugl yamg berlaku beserta Surat
Permohonan Ganti Rugi Asli yang dialamatkan hepode Direktur Operasi PT. KERETA API
(Persero) paling lambat 2 (dua) minaqu sejak saat terjodirya kecelakoan Besarvtya ganti
rugi maksimum sebesor junlah pertanggungon yang disepakati dengan Pihak Asuronsi.

Pesal 10
KEAOAAN MEMAKSA (FORCE MATERE)

(1) Force Mgyeure adalah suatu keodaan di luar kemampuan Kedua Pihak, seperti bencana
alam, pemagekan, huru-hara, Peratiuran Pemerintah o' au yang berwenang di bidang moneter
ekonomi yang ada sangkut pautrya dengen pengangkutan barang

(2) Kedoa Pihak depat dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan isi Perjanjian ini, bai

sehagian maupun Keseluruhan apabile hal tersebut disebebkan karena force mqreure vane
dapat dinuktikan aleh masing-masing pihak

. (3) Pihak yara mengalami keadean memakse (force maieure) harus memberitanukan kepoda
pihak la-innya secara tertulis yang memyebutkan sebab-sebabrva dalam waktu | x 24 {sa*u
kall dua pulub empat) jam setelah =¢jodian dan masing-masing pihok berusaha memperkeci|
akibat yang ditimbulkan,

Pasal 11
PEMUTUSAN PERJANIIAN

(1) Pemutusan Perjanjian ini dapat di'nkukaon -
a. Depgan perdetujuom Kedua Fihak dan dimiulal pada 'I‘ﬂﬁ{_:gfﬂ yatq eckon ditetapkar
Rersama

b Atas permintaan salah satu pihek secare tertuiis. 2 (dua) bulan sebelummva pada
pihat yang lain dengan ketentuan, bahwe pemutusan Perjanfian ini bary berlaku mul's
tangaal 1 (satu) bulun ketign berikutnya day ketentuan-ketentuan daelam Peranjian
masit tetap barlaku selame proses pemutusan Perjan ian berlangsung

(2) Untuk pemutuson Perjanjian sebageimana dimaokasud peda ayat (1) Pasal ini, Kedua Pihak
sepokat untuk tidak memberlakukan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdate

PEeg1ye D0 el 3 50RDH A 1NT ]
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(3) PIHAK PERTAMA tidak bertargoung jowab atas funtuten kerugian buruh PIHAK KEDUA

(1)

(2)

(1)

(1)

sebagai akibat pemutusan Perjonjian tersebut pada ayat (1) Pasal ini, Pasal 3 ayat (2) g 5.
dan Pasal & ayat (4) serta Pasal 13 Per jan Jian ini,

PASAL 12
PERSELISIHAN

Apabile terjadi perselisihan antara Kedua Pihak mengenai pelaksanoan dori ei Perjonjian .
Ini, meka Keduva Pihak: alan meryelesaiken secara mussowarah dan mufaket A

Apabile penyelesaian secara musyawarah dan mufokat tidak tercapar kate sepaket maka
perye-lesmannya akan digjuken ke Pergadilan Neger: dengan memilin tempdt kedud s
hukum  ( domisily) ying tetap don tidek beruban di Kantee Penqodilan Megeri Kelas I
Bandurg

Pasal 123
MASA BERLAKUMYA PERTANTIAN

Perjanjian pergenghutar inl 'berlaky mulal tanggel 01 September 2000 dan berakhir
tangas’ 30 Agustus 2001 cengan ketentuan dilakukan evaluasi bersasma setiop & (enam)
Bulan sevall

Bilemana hosil evaluasi PIHAK PERTAMA terryata bahwa PITHAK KEDUA tidak dapat me-

lak sanck.an 'wgas sesual Pasal 3 eyat (2) maka PIHAK PERTAMA dapat memutusker Per-
Jenjian secara sepihak

Pasal 14
HAL - HAL LAIN

Apabllo me munakinkas PIHAE PERTAMA dapet memyediakan tempat untuk ruag kantor
di stasiun pemberang-katan dan stasiun penerima-Kereta Api SRI TANJUNG Yogyakaria
- Baryuwang p p. sesuai Pasal 2 ayut (4) yong diteatuken aleh Kadaap di daerahmya masing -
masing dengan cara Mmertyewa,

Kantor tersebut disamping dipergunakan untuk mengerjckan tata usaha, dapat pula untyk
mertyimpan barang-barang yang belum dapet dimuat dalam Kercta Barang (BP) atau barang-
hum:rllg yeng telah dibongkar dari Kerptq Ear-mg \BP) tetapi belum dapat dihantarkan
kepada penerima

Perjanjian sewa Mmermyewa tempat akan diatue derman Perjan jian tersendirl, sesum
ketentuen yang berlaky di PT. KERET API (Persers)

HasnD0 doc 270800 1118 b
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(2) Muat / bongkar Kiriman Hataran di Yogyckarta diloksanakon di Stesiun Lempuvangen,

apabile memungkinkan jika volume barangmya kurang dari 300 (tiga ratus) Kg dengan se-{jin
Kadoop 6 Yk dapot dibongkar di Stasiun Youwyekarta (Sta Tugu).

{3) Semua ketentuan dan peraturan mengena Kirimen Hentaran yong berlabu untuk wnum
apabila dalam Per janjian ini tidek ditetepkan lain, berlaku pula urtuk PTHAX KEDUA,

(4) Hal - hal lain yong belum digtur delam Surat Perjanjian Pengangkutan ini, akan ditetapkan
dan diatur kemudian oleh Kedua Pihak berdasarkan musyavaras dalan bentuk Addendum
yang ditandatangani oleh Kedua Pihak di atas kertas bermatera cukup dan merupakar
bagian yeny tidak terpisakkan dari Sweat Perjonjian ini

Pasal 15
PENUTUP
Perjanjion pergargkutan inl dibuet dalam ranghep 2 (dua) masing - masing mempunyai kekuatan

hukum yang sama ash pertarma untuk PIHAK PERTAMA don asl| kedua untuk PIHAE KEDUA
. sedangken salinan leirrya disampalkan kepada pihak yang terkait

PIMAK KEDUA ’;'-.i s IHAK PERTAMA

. HERONA EXPRESS / /‘ P\\ERETA API (Parsera)
\JEEEEIJJ _~ffj
— 2 III"‘-. 4 / rH .-"'I-’
i S A
T n. Z ARIFIN SYAH T~ BADAR ZAENIE
DIREKTUR UTAMA DIREKTUR OPERAST.

Heatj-00 cloc 270R00 ) 1R (4
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LAMPIRAN 5

SURAT PERJANJIAN

NOMOR : 215/HK/P.3/..U/M.3/98
TANGGAL : 8 SEPTEMBER 1998

4

ASURANSI TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGANGKUT
ANGKUTAN BARANG DENGAN PETIKEMAS,
ANGKUTAN BARANG BUKAN DENGAN PETIKEMAS DAN
ANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM KETEL/TANGK]

ANTARA

PERUSAHAAN UMUM KERETA API

YANG BERALAMAT : JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN NO |

BANDUNG

DENGAN

PT. ASURANSI JASARAHARJA PUTRA
NPWP : 1455220 2-01 1

YANG BERALAMAT : JALAN RASUNA SAID GEDUNG SETIA BUDI
LANTAI Il BLOK D5-6 KUNINGAN

JAKARTA
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PRSAL

PASAL
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PASAL,

PASAL

PASAL

PASAL

PASAL

PASAL
PASAL
PASAL
PASAL

PASAL

11

IT.

iv.

VI.

VII,

MILE;

IX.

als

AL,

KII1T,

X1V,

XV.

VT,

XVIII,

KIX.

XX,

RXI,

DAFTAR 181

OBYEK PERTANGGUNGAN

LUAS JAMINAN

BATAS TANGGUNG JAWAR

PREMI PERTANGGUNGAN
TANGGUNG JAWAR PENGGANTI
JAMINAN PELAKSANAAN

CARA PEMBAYARAN
PENGECUALI AN

SYARAT-SYARAT PERTANGGUNGAN
KEWAJTBAN DALAM HAL TERJADI KLAIM
PROSEDUR PENGAJUAN KLATM
SANKSE]

PEMALSUAN KLATH

POLIS LAIN

REURANST LAIN

SUBROGAST ATAU BERALIHNYA HAK
PENUNTUTAN

PEMBATALAN PERJANJIAN
PENYELESAIAN PERSELISTHAN
JANGEA WAKTU PERJANJIAN
HAL=HAL LATN

PENUTHEP

LIIhK—] PIHAK 11

/f:?
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. Ketel/Tangki, dan Kedua Pihak cepakat untuke mal ing mengikatkan diri satu

SUBRAT PERJAMJITAN

ANTARA
PERUSAHAAN UMUM KERETA API
DAN
PT. ASURANST JASARAHARIA PUTERA

TFHTANG

ASURANST TANGEUNG JAWAR HUKUM FENGANGKUT
ANGHITTAN BPARANG DENGAN PETT KFMAS,
ARGHUTAN BARANG RUMAN DENGAN PRTI KFMAS DAN
ANGKITTAN PAIIAN PAKAR MINYAK DALAM KETEL/TANGKT

NOMOR : 215/H¥/P. 3/1..0/D., A/9p

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan hulan Septembar tahun Seriby Sambilan Batus
Sambilan Puluh Dalapan, yang bertanda tangan @i hawah ini

.
e

1. RADAR ZAENTE ¢ Selalku Direktur Operasi PERUSAHAAN IMIM  KERETA  API
{ PFERIMItA ) bertempat  kedudukan di Jalan  Perintis
Kemardekaan Ho.1 Banding 40117 dalam hal  ini bert indak
dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan

2. M. NGh. ADNYANA : Belalu Direktur Operasi PT. ASURANST JASARANARIA PUTERA,
DIFTA, SH.MM bartenpat kedudukan di Jalan Ramina Said Gedung Setia
Budi 1 Lantai 11 Rlok D%5-6 Kuningan Jakarta, dalam hal

ini  bertindak umtuk dan atas nama Direksi PT. ASURANST

JASARANARIA PUTFRA, untul relanjutnya disebut PTHAK
KEEDUA. ek

Dangan momparhat ikan keputusan Direktur Utama PERUSAHAAN IMUM KRRETA AP] Noxmer
P.3/2627/8PR/ TX /98 tanggal 0A-09-1998 yang telah menatapkan dan menunjuk  PIHAK

x.’c?un rahagal Penanggung atas Tangeng Jawab Hideum PERUSAHAAN  IMIM  KERETA
AR

sehagal tertangoung dalam pengangkutan barang-barang milik Prinsipal, yaitu
pemberl  perintah knpada tertanggqung untuk melakikan pengiriman harang yang
dianglut.  dengan  Kereta Api baik menggunakan Peti Kemas (Konta iner), takan

menggunakian  Peti  Kemas (non- ‘ontainer) dan Angkutan Rahan Rakar Minyak dalam
kepada

¥ang Tain, dengan ketentusn dar syarat-syarat sahagai berikut -

" pasal 1
ORYRX PERTANGGUNGAN

Objek pertanggungan sesual Per janjian Penutupan asuransi ini
Jauab - fukum PTHAK PRETAMA terhadap Prinsipal yang sarang-barangnya  diserahkan
kepada PTHAK PRETAMA umtuk diangkut Rereta Api Angkutan barang dengan Pet{ Kamas,
Anglutan  Barang Bukan dengan Peti Kemas dan Angkutan Bahan Bakar Minyak dalam

arlalah Tanguyung

Ketal/Tangki.

| prgar.1 | prax 1 |

l Ab /?ﬁ .‘ !‘-‘u:.j.1 .

-
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Pasal 2
LUAS JAMINAN

PIHAK KEDUA  setuju untuk mambayar kepada PIHAK PERTAMA  berupa sejumlah uvang
sebagai pengganti atas Peirbayaran ganti rugi oleh PIHAK PERTAMA kepada
Prinsipal karena rusak dan/atau hilang/susutnya volume barang-harang termasuk
terbakarnya BEM vyang secara hulkum menjadi tangqung jawab PIHAK PERTAMA yang
terjadi selama dalam pengangkutan, kerusakan dan/atay kehilangan dan kebakaran
mana oleh sebab-gehah yang Lidak dikecualikan sleh Folis, ~—- -

Pasal 13
BATAS TANGGUNG JAWAR

(1) Tanggung Jawab PIHAK KEDUA terbatas mulai saat barang-barang diserahkan
oleh Prinsipal kepada PIHAK PERTAMA di Stasiun penerimaan / pemberangkatan
untuk  diangkut, dan barlanjut selama barang-barang berada dalam
Pengangkutan serta berakhir pada saat barang-barang diserahkan di tempat

Ppenyerahan Stasiun tuian kepada Prinsipal atay pihak vyang ditunjuk
mewakilinya . —eemee oo R

(2) Besarnya tangqung jawah PIHAK KEDUA kepada PIHAK PFERTAMA adalah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 RELIANTEND TNt . — e niats oo L -——

Pasal 4
FREMI PERTANGGIMGAN

{1) Premi Pertanggungan yang harus dibayarkan olsh PIMAK PERTAMA kepada PIHAK
KEDUA besarnya sebagai it Sl P s it et i

(&) Angkutan Barang dengan peti kemaz.,........ L T : Bp 57.509,000,00

(b) Anglutan Barang Bukan dengan Petj Kemag............ : Rp 165.009, 000,00

(€) Anglutan BEM, . . . L EE U I i, * Rp 48.509, 000,00

Jumlah .... : Rp 271.027.000,00

(2) Besarnya premi Pertanggungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini

sudah termasuk biaya Polis Duplikat dan biaya Meteraj,---—-——we_.___... "%
Pasal §

TANGGUNG JAWAB PENGGANT]
(1) Tanggung jawab PIHAK KEDUA untuk membayar kepada PIKAK PERTAMA  sabagay

Pengganti  pembayaran ganti rugl oleh PIHAK PERTAMA kepada Prinsipal
sebagaimana dalam Pasal 2 Perjanjian ini adalah sebagai berikut :-eee——e__

A. Batas Maksimum Tanggung Jawah -

Untuk  Angkutan Barang dengan Kereta APl menggunakan Pati Kemas

(Kontainer) s——eeeeeee” __ - e bt e e
1. Untuk barang-barang di Aalan Pati Kemas untik
setiap kejadian,.. ... .. O i e ¢ Rp 200,000,000, 00
2, Untuk Pati Kemas, untuk setiap keladian. ... .. .t Rp 30.000. 000,00
3. Jumlah maksimm ganti rugi untuk satu tahun per- ]
tanggungnn (untuk harang-barang didalam Pati ;
Kemas dan pat| Kemasnya sendiri). ..., . . .. voq i RP 1.500.000. 000, 00

— e
PIHAK .1 PIHAK 11

/2 4. Risiko

—_—
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4. Risiko Sendiri untuk barang dalam Pati Kemas
Yang menjadi tangqung javab PIHAK PERTAMA

sendiri untuk BeSAAp Wededian.. i viloyse : Rp I.DOQ.UDD,EG
r} 5. Risiko untuk Peti Kemasnya sendiri yang menjadi
! tanggung jawab PIHAK PERTAMA untuk satiap ke-
£ e L T T *Rp 1.000.000,00
p B. Batas Maksimum Tanggung Jawab ;
Untuk Anglkutan Barang dengan Kereta Api Bukan menggunakan Peti Hemas
X 1. Untuk angiutan barang dengan Kereta Apf bukan
- menggunakan Peti Kemas (Non Kontainer) untuk
{4 setiap ROSBOINI - . von o a0 P * Rp EG.DGD.DGH.U"J
2. Untuk riziks sendiri yang menjadi :
jawab PIHAK PERTAMA untuk setiap kejadian.,, .. . Fp 1.000.000,00
3. Jumlah maksimum ganti rugi untuk saty tahun
pertanggungan, , , ., . PR s Sl R . e : Rp 600.000.000,00
C. Batas Maksimum Tanggung Jawah
1. Untuk angiutan Bahan Bakar Minyak untuk satiap ¢
| ROJRALRR ok N2 Gt ol U, vve-2. 3 Rp 100.000.000 00
i 2. Untuk risiko sendiry yang menjadf t
jawab PIHAK PERTAMA untuk setiap kejadian.,. : Rp 1.000.000.00
e 3o Jumlah maksimum ganti rugi untuge angkutan
Bahan Palkar Minyak untuk saty tahun per-
b M i sl A * Rp 1.500.000, 000 00
; (2) Tanggung jawab PrHAk KEDUA wituk membayar kepada sabagaimana dimaksyd dalam
b ayat (1) Pasal {ni barlalu diseluruh Wilayah Angkutan Kereta Api PIHAK
pza'rm.-—-——w-—--a--------“-u—-h-*--

—--u-—-—-lh—-q-—.-q--.-.-—-—a—-u--—-.---—-.-—-.a—-—-_-—-.-_

Pasal ¢
JAHINAN FPELAKSANAAN

Sesual dengan ketentuan KEPPRES Mo. 18 Tahun 1994, maka PIHAK KEDUA wajib
menyerahkan  Jaminan Pelaksanaan kepada pIuAk PERTAMA sebesar 5 § (1ima persen)

dari nilai Surat Perjanjian yaity Rp 13.551.350,00 {(Tiga Belas Juta Lima PRatus
Lima Puluh Saty Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah),-=emm-o —

-—-—-—--—.—..--—.——-—-—_-—-

Pasal 7

(2)  Pembayaran 9anti rugi setjap kejadian oleh PTHAX RENDUA kepada PIHAK PERTAMA
sebagaimana dimaksud  dalam Pasal § Perjaniian ini untuk setiap kejadian
harus  dilakukan paling lambat 2 {dua) bulan terhitung sejak diterimanya

'rhas pengajuan klaim Secara lengkap oleh PIHAK KEDUA dari PTHAK PERTAMA

e

PITAK.] PIHAK 1)
fr—

,ff"fr:? (3) Untuk
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(3} Untuk setiap pembayaran dikirimkan Bukti Penarimaan Pembayaran {kwitansi)
dari pihzk vang menerima e L R s R R i o
Pasal 8
PENGECUALIAN

PIHM{IKEDUJ\ tidak bertanggurng jawah resiko-resike ¥ang diderita oleh PERTAMA
sebagai berikut ; @

- (1) Kerugian sebagai akibat perang, penyerbuan misuh dari luar, pertempuran {bailk
o diumumkan atau tidak), perang Saudara, pemberontakan, revolusi, huru hara,
i Perebutan kekuasaan, Pengambilalihan, Penyitaan danp pengrusakan barang-
e barang atas perintah yang berwaiib,--—- — ——— ————

(2] Akibat langsung ataupun tidak langsung berupa locnisasi, radiasi atau kontami-
nasi radicaktif + Pengaruh getaran bagaimanapun terjadinya, —eemmeeee T

(3} Kerugian tidak langsung {Consequential [os/ Gangguan Usaha, moooomm

(4) Kerugian danfatay kerusakarn yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan eolen
atau dengan bantuan atap dengan Perintah/bujukan anggota kalua.rgafmamif
istrifpasangan PIHAK PERTAMA atau PIHAK PERTAMA sandiri atay orang yang
bekarja untuk kepentingan PIHAK PERTAMA atau karyawan PIHAK PERTAMA , e

(5) Kerugian-kerugian yang tinbul karepa keterlambatan Pengiriman/pengangkutan

(&) Kerugian-kerugian ¥Yang dissbabkan oleh kesalahan, kelalaian, ketidakhati-
- hatian dari pemilik barang atay pekeria atay orang yang berada 4i bawah
4 Pangavasannya baik di dalam maupun di luar kegiatay bongkar muat atay per-
[ Yimpan, penimbun bara_ng.--—-—-—-——n-—-~—~-—-—+—-—-~—--—-—-—--—-~—-—-—~-—

(') Kerugian Yang timbul karena tidak memenuhi pPersyaratan atay packing yang
Slgusalan, b o T feneauhl

(B) Segala Langqung jawab hukum atas tuntutan gantj Tugi dari pihak PIHAK KETIGA
yang diterima tertanggung di bhawan Persetujuan lisan dan tertulis, s ii

{9) Kerusakan atay kehilangan karepa karat, kerusakan Yang timbul karens proses
alami berakihat berkurangnya nilaj barang yang dipertangmmgkan, ngengat,
kutu, kerusakan atau kehilangan isi Pada saat diterima oleh PIHAK PERTAMA
dalam keadaan rusak atay terbuka, barang tidak sesual dengan dokumen, {igi

tidak sesuai 'dengan yang tercantum dalam okumen, dan kerugian karena force
Majeure,—— .. i

———— ....___.._,_....__,____,_._,.____._._.._.____

b
(10) Kerusakan atau kehilangan Yang disebabkan karena Perubahan suhu udara dan /

atau rusak alat rendingin (khusus untuk barang non Feti Kemas dan Peti
Kemas),

e e e e e e e e e e

(11) Kerusakan atau kehilangan Yang timbul karena PIHAK PERTAMA mengangkut bahan
pPeledak dan mudah meledak, ~—oee

’{12} Kerugian yang timbul karena Pencurian yang dilakukan oleh orang/karyawar
PIHAK PERTAMA, atay ¥ang bekerja untuk kepentingan PIHAK PERTAMA, — L

(13) Rurang/hilang Yang baru diketahyj pada sast diadakan stock Opnama, ~——— . _

(14) Kehilangan atag barang-barang dalam peti kemas yang terjadi apabila sagel
kunzi petq kemasnya sendiri tidag mengalami kerusakan. ——— —

Pasal 9 ., |

PIHAY -1 PIMAK-1]
2] /""7'
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(4]

{1}

(2)

- L
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Pasal 9
SYARAT-SYARAT PERTANSGUMGAN

PIHAK PERTAMA wajib membuat tanda terima atas barang yang sudah diserah

terimakan dan menjadi tangqung jawab PIHAK PERTAMA, tanda terima tersebut
harus memuat antara lain :

F
- Tanggal diterimanya barang;- <
= Nama Pemilik/Pengirin barang; - -
- Jenis barang yang dianglut ;
- Harga barang (satuan dan total);--- ————————
= Ongkos anglut : . e T s SN

- Stasiun pemberangkatan dan tujuan. -

Semua barang yang diterima oleh PIHAI PERTAMA harus dalam keadaan baik dan
lengkap, -

MApablla ternyata barang yang diterima aleh PIHAK PERTAMA tidak dalam
keadaan baik dan lengkap, PIHAK PERTAMA harus membuat ecatatan tentang
keadaan barang tersebut pada tanda terima barang yang diangkut,—--———wv_ -—-

Pasal 10
KEWAJTBAN DALAM HAL TERJADINYA KLALH

PIHAX PERTAMA harus selalu bekerjasama dengan PIHAK KEDUA dalam hal
melakukan usaha-usaha pencegahan terjadinya klaim yang lebih besar,
menghadiri sidang pengadilan, memhantu PIMAK KEDUA dalam penyelesaian klaim
dengan memberikan bukti-bukt | gerta memberikan kesaksian dalam persidangan,

PTHAK PERTAMA dalam hal ini diwakili aleh Kepala Fksploatasi /¥epala Damrah
di  tempat kejadian wajib mamber itahukan kepada P(HAK KEDUA dalam hal ini
Kapala Cabang/Perwakilan PT. ASURANSI JASARRHARIS PUTERA di tempat kejadian
segera setelah mengetahui adanya kecugian dengan telex, telepon ataupun

telegram. —momm e

PIHAK ~ PERTAMA dan PIHAK XEDUA dalam hal ini berhak wituk melakukan survey
atas kerusakan atau kehilangan barang yang Aipertangaungkan, -—--——ee-m—..

PTHAK PERTAMA bersama-sama  PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengambi |

tindakan-t indakan Yang perly untuk mencegah, menghindarkan atau memperkeci]
kerugian, ——-- ———-

Pasal 11
PROSEDUR PENGAJUAN KLAIM

Dalam hal terjadi klaim Yang berhubungan dengan Polis ini, maka FIHRAK
PERTAMA harus seqera membaritahukan kepada PIMAK KEDUA setelah terjadinya
suatu  peristiwa yang dapat. menimbulkan kerugian yang terjamin aleh Polis
ini, atau setelah PIHAK PERTAMA atau Wakilnya yang mengawasi, mengetahuii
atau seharusnya telah mengetahui hal damikian dapat menimbulkan karugian, --

Dalam hal mengaijulan klaim PIHAK PERTAMA harus menyertakan dokumen-dokumen
sebagat berikut  feemeeee -

-—1.—-—-—-—-—-—-—.—-...---—-;4-.-__--._-._.._-_-,...-......_._..._....._,._,__._ ______

2.1, Asli surat tuntutan dari Pihak Peinsipalie—meacanna o
2.2. Copy Barita Acara/Laporan tentang kehilangan atay kerusakan vyang
dibuat oleh Pejabat vang e e
2.3. Asli tarda terima sebagal Bukti Penyerahan Barang dari Prinsipal
(Surat Anglutan); e e e e e e e e e e e ———
2.4, Dokuman-dokumen  lain yang dapat dijadikan Bukti untuk memparkia
tuntutan ganti rugl yang diajukan, ——s-smeem—semmmmeoooo oo cotor A
£:3: BUTVEY ROPOTE. mmmmmemammae o
| PIEAK - PIHAK 11

Pagal 12...

| 7
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Fasal 12
SANKSEST

{1) FKeterlambatan/pemundaan pembayaran Premi oleh PIHAK PERTAMA atas batas
- waktu yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) akan berakibat hilangnya hak
PIHAK PERTAMA untuk menuntut penggantian kerugian. Penundaan tersebut akan

berakhir dan pertanggungan akan barlaku 24 jam sesudah keterlambatan premi
diterima oleh PIHAK KEDUA. e e S T B A

% (2} Bilamana keterlambatan pembayaran Premi oleh PIHAK PERTAMA diakibatkan
; karena keterlambatan penagihan Premi oleh PIHAK KEDUA, maks ketantuan dalam
ayat (1) Pasal 12 tidak berlaku, ———

(3) hpabila PIHAK KEDUA tidak membayar tangoung jawab pengganti kepada PIHAK
PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), maka kepada PIHAK

KEDUA dikenakan denda 1 o/oo (satu permil) setiap harinya dari besarnya
ganti rugl yang diajukan PIHAK PERTAMA ~———=emwmeee— oo o
Pasal 13
PEMALSUAN KLAIM
Apabila PIHAK PERTAMA mengajukan klaim dan klaim tersebut ternyata palsu atau
tardapat unsur/hal yang disembunyikan, maka klaim tersehut menjadi Batal, dan
kewajiban mengganti kerugian dari PIHAK KEDUA menjadi Gugur dengan sandirinya.--
Pasal 14
POLIS LAIN
(1) Ketentuan lebih lanjut dari Perjanjian ini akan dituangkan dalam bentuk

Polis yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA paling lambat 1 {satu) bulan
terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani,----- - ———— ————

(2) Polis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasul ini baru dikeluarkan oleh
PIHAK KEDUA setelah Polis disetujui’ oleh PIHAK PERTAMA, = —m—mmm oo o

Pasal 15
ASURANST LAIN

Ferjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi ini tidak menjamin segala macam  bentuk
kerugian yang pada waktu terjadinya kerugian telah dipertanggungkan atau ditutup
oleh Polis lain, kecuali dalam hal ini terdapat kelebihan jumlah ganti rugi yang
telah ditutup oleh Polis yang bersangkutan,-——- -—- -

Pasal 1A
SURROGAST ATAU PEMINDAMAN HAK PENUNTUTAN

Pada saat. pembayaran ganti rugi yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka hak
penuntutan  PIHAX  PERTAMA akan berpindah kepada PIHAK KEDUA secara otomatis

maksimm sebesar ganti rugl yang telah dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAX
PR DA e e e et e m e e e s mm

—_—

AR -] PIHAK ||

f"':r? | Pasal 17
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(1)

(2)

(1)

(1)

(2)

(1)

(2]

!1;:

i (1)

(2)

{3)

Pasal 17

PEMBATALEN PERJANJIIAN

. 3 _
Perjanjian ini dapat dibatalkan secara Sepihak baik oleh PIHAK PERTAMA maupun
PIIAR FKEDUA dengan cara pembecitahuan tertulis, 30 (tiga puluh) hari sebelum
berlalamya tanggal pembatalan, dengan ketentuan

Mpabila pembatalan dimintakan oleh PIHAK FERTAMA, maka PIRAK  FPERTAMA
tidak barhak menerima pengembalian Premi sisanya.

MApabila pembatalan dimintakan oleh PIHAK FEDUA, maka PIHAK EKEDUA harus
mengembalikan sisa Premi untuk jangka waktu yang belum dijalani secara
Prorata bulanan, — e -

PIIAR EFDUA masih tetap bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi yang
menjadi tangogung jawab dari PIHAK PERTAMA yang terjadi selama jangka wakiu
herlalmya Polis.

Pasal 13
PINYELESAIAN PERSELISTHAN
Apabila  timlml perselisihan karena adanyn perbedann pomafairan  Parjanjian

int, maka Kedua Pihak akan menyelasalkan perselisihan tersebut dengan  sara
msyawarah dan mifakat, ———— =+ =Z 4

Mpahila penyelesaian sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini tidak

dapat dicapal kata sepakat, maka panyalesaiannya akan diserahkan malalud
Lembaga Arhitrasa. P o ety T S =

Pasal 19
JANGEA WAKTU PERIANITAN

Partangaqungan/Polis sebagalimana dimaksud dalam Parjanjian ind berlaku anbuk
masa 1 {satu) talun terhitung sejak dikeluarkan.—————————ccmm—e s

Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 8 September 1998 mikul 00.01 dan
borakhir tanggal 07 September 1999 jam 24.00 barsamaan dengan berakhirnya
jangka waktu pertanggungan/Polis sebagaimana dimaksid dﬂlnm awu {1} Pagal

inf,—————

Pasal 20
AL, = HAL  TAIN

Hal-hal lain yang balum ~ulap diatur dalam Perjanjian ini, akan mengacy
pda ketantuan Polis  dan  parubahan-perubaban yang diperhikan akan
ditetapkan dalam suatu Parjanjian Tambsiban atau Addendhm  antara PIIAE
PERTAMA dan  PIHAK KEDUA dan morupakan satu  kesatuan yang  tidak  dapat
dipianhkan ‘Garl Pardanitmn Inf. —m8@8M8Q —— o e ——— -

Folis No. 03.00.31.98.00009/08.004, No. 03.00.31,98.000010/08.0005 dan  HNo.
03.00.31.93.000011/08,0006 tanggal 20 Agustus 1998 manpakan hagian  yang
tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini. oo

Untuk  memadabkan palaksanaan Parjanjian ini, serta agar tardapat  kesamaan
pengrrtian Perjaniian ini bagl aparit pelaksana Kedua Pibak di dasrah, mala
PIHAK  TERTAMA  dan PTIHAE €FDUA sepakat. akan membuat  Patunink  Pel tﬂ“""'l.j];m
(quklak) Perjanjian i, —m———— e e -

qmm:. [ E'IHAF- ]

,.-"'Jr(? Paaal N
t
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Pasal 21
FENUTUP

Perjanjian ini dibuag dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani Kedua Pihak di

atas
meteral seculupnya yang masing masing mempunyai kekuatan hulam yang sama.

Ditandatangani di Bawlung pada tanggal 08 Saptember 1998

PIHAK FEDUA, ' PINAE PERTAMA,
FT. ASURAMST JASARAHARIA a.mn. DIRFEST PERUSAHAAN UMIM

PUTERA KERETA API )
J)TREKTUR OPERASI DIRFKTUR OPERAST
e

fADAR- ZAENTE

o M. NGR. ADNYANA DIPTA, sn.m-l.pg
A

. TUUNTPP. 14277



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Lt IHAY &

UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 12392

TENTANG
PERKERETAAFIAN

PERUSAHAAN UMUM KERETA APl -
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A UNDANG REFUDLII LMD O M ESLA

NOMOR 13 TAHUN 1992
TENTANG
PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Meémmbang ! a bahwa transponasi mempunyal peranan penung din stra-

Mengingt

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

tegis untuk memantagkan perwujndan wawasan ausantam,

memperkukuh ketahanan nasional, dan mempersrat hubung-

an antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional ber-
dazarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945,

. bahwa porkeretaapian sehagm salah san moda transponag
i tidak dapat dipisahkan dan moda-moda tracsportas Lua

yang ditata dajam traasportasi pasional, mempunyai
karakierisuk pengangiutan secara masal dan ksungzulin
tersendin, perlo lebth dikembanpkan porensinya dan dinng-
katkan perananmya schagai penghubung wilayahbaik nasio-
nal manpun internasional, sebagai penunjang. pendorong,
dan penggerak pembangucan pasional demi peningkatan
kese;ahteraan rkyat

bahwa peraturan perundang-andangan yang mengatur per-

kerstaapian yang ada pada saat ini tidak scsua lag dengan
ketamihan dan perkembningon raman, tlmu pengeahuan dan
tekmologL

d bahwa unmuk meningkatkan pembinaan dan penyelengza-

raan perkoretaapian sesum dengan perkembangan kehidupan

- rakvat dan bangsa Indonesia serta agar lebih berhasil guna
* dan berdaya guna dipandang perlu menempkan ketenman

mengenai perkeretaapian dalam Undang-undang;

Pasal Sayat (1), Pasal 20 avat (1), dan Pasal 33 Undane Undane
Dasr 1915;

j+ ]
DEWAN PERWAKT] 8
REPUBLIK INDO! m.mv
: MEMUTUSKAN &\ & ..ﬂ..
Menetapkan : UNDANG-UNDAN .ﬁﬁm&m
PERKERETAAPIAN

l....-.
—

\=

._lll.l-.n...-Lu

BAB1 _(/ .14..
KETENTUAN UMUM ‘,., Fas

T
Pasal 1 RGN
Dalam Usdang-Undacg ini yang dimaksud deppes @

L. Perkeretasrian adalah segala s=anm van g berkatan denigna aam, p

EELLHEHEE ang kereta api unnuk penvelengearian anghu
kerera api vang disusun dabun st sistem:

2. Kerea api adalsh kendaraan dengan tenags perak. baik berjalan send
maupun dirangkatkan dengan kendaran hinsya, yang akaaatagun seds
bergerak di jalan ref:

3. Janngan jalur kereta api adaiah selunsh jalur kersta api yang terkait s
sam3 laa yang menghubungkan berbaga iempat schingga merupskan 53
sslam,

4. Jalur kereta aps khusus adalah jalur kerea api yang digunakan secara kbus
elch badan wsaha tertenm untuk menunjang kegatannya;

5. Fasilitas keselamatan perkeretaapian adalah peranghat banguoan, poalaia
dan perlengkapan yang digunakan unhik menunjang kelancaran das kes
Lamatan perjzlanan kereta api;

6. Sarana kereta api adalah segala sesuaru yang dapat bergerak di atas jals
ek

A.Ewﬂﬂnmﬁ_. adalah jalur dan stasiua kereta api temmasuk Galic
yang diperiukan agar sarana kereta api dapat dioperasikan;

8. Faslitas penunjang kereta api adalah segzla scuatu yang melengka;
penyclengzaraan angkutan kereta apt yang dapat memberikan kemudahs
ﬁﬂmﬂh&uﬁﬂﬂaﬁiﬂnﬂ“ﬂﬁ?ﬂwﬂﬂui

3. Peagguna jaca adalah sctiap orang den/atn badan bukum yang mengs
nakan jasy angkutan kereta api baik unfuk angkutan orang msupua barans
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. S R— e
10. Badan penvelenggara adalah badan usaha milik negam yang melaksanakan
peayelenggaraan angkutan kereta api.

11, Mented adalah Menteri yang bertanggung janab di bidang perkeretaapian. i

BABII
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2 \
Perkercuaapian sctogai silh sam moda transpantasi nasional diselengparakan
berdasarkan asais maniaat, adil dan merita, keseimbangan, kepentingan wmum,
keterpadiuan, dan percaya pada din senclin

Pasal 3

Pexerstaapiandiselengzarakan deagan tujuan untuk memperiancar perpindah-

anerang dan/atau barang sccara masal. menunjang pemeratan, permumbihan
dan zabiluas sera sebagai pendorony, dan penggerk permbanganan masional,

BAB III
PEMBINAAN

Pasal 4

Prrkereaaman dikuasy oleh Negara dan pambinaanmya dilakuken oleh Pome-

noraf

1

FPasal 8

(1) Pembinaan perkerctaapian diarabdan untuk meningkatian peran seria ang-
ruﬁnkﬂnﬂuw_g:rnﬁgﬁhuﬁﬁnﬂ%ﬁnuﬂﬁﬁﬂﬂ#

{2) Ketentuan mengenai pembinaan perkerctaspian schagaimana dimaksud
dalam avat (1), diarur Iebih lanjut dengan Peraturan Pemeriniah

BABIV
PENYELENGGARAAN

: Pasal 6
_:u gnﬁﬁm«ﬁ&&mgﬂug&ﬂ.
| rahkan kemda badan penyeienggara yang dibentuk uneuk it berdasarkan

2) EEEEEE%%EE
iﬁ_r&ﬁ&ggﬁgﬁuﬂhﬁﬂnﬂﬁgw

3] EEE&E&EEEE&&H
diarur [ebih Linjut dengan Peraturan Penerintait

Pasal 7
(1) Untuk mesunjang kegrstan badan usaha di bidang industri, pertan:
perambangan, dan kepanwisaizan olch badan usaha vang bersangku
dapat digunakan keseta api khusus,
(2} Ketenhuan schagaimana dimaksud datam ayat (1), dianur kebik Lanjut deng
Peraturan Pemerintah

BABY
PRASARANA DAN SARANA

Pasal 3
{1) Pemenntah menyediakan dan merawst prasarana ketcta api
(2) Penyedizan dan perawatan prasarana schagaimana dimaksud dalam ay

(1). dapat dilimpahkan kepada badaa penyelenggara
(3) _ununﬁw#nunﬂx.nﬂhuuuunwumumnﬁhnﬁﬂhwbhnhuﬂuﬁ (1), dslak=an

. kan olch badan penyelengzara.

Pasal 9

(1) Badan penvelenggara menmyediakan dan merawat sarana kercta ape,

{2) 1nﬁﬂgﬂnﬂﬂu§§w&%ﬂ&nﬁnﬁ§i:
EE.E@EEEEEW&E&EEE
& ayat (2), dengan cara kenjasama dengan badan penyelengzara m

J) Ewﬁggﬂﬂﬁﬁﬁggin:mﬁﬁﬁ
dilakukan oich badan penyelengzara

A1) Prasaranadansarana kerets api yang dioperasikan wajib memounyai kean

dalan dan memenuhi persyaratan keselamatan,
{2) Unnik memenuhi ketentian schagaimana dimaksad dalam ayat (1), ter
hadap setiap prasarana dan SrEny korris 3ci dilakukan nemerikosan A
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1) Syarat keselamatan dan tata eara pemerikeian serts pengujian diatur lebih

Lutjut dengan Pemsturan Pemerintah
Pasal 11
“emennmh mengsmbangkan rancing bangun dan rekayass perkeresapian,

Pasal 12

1) Pengoperasian prasarana dan sarana kereta api hanva dapat dilakukan olek
lenaga-ienags yang telah memenuhy kualifikasi keahlian

. 2) Persyaratan keahlian dan tata cara mendapatkan kualifikas sebagaimana

dmaksud dalam avat (1), diatur lebuh lanjut dengan Pesaruran Pemerninah.

Pasal 13
Jongk kelancaran dan kesslamatan pengeperasian kerea api, Pemenntah me-

- ectpkan pengmiuman mengenai jalur kerm ape yang meliput docrah manfaat
< alan, dserah milik jalan, dan daerzh penmvassn jaias fenmasuk bagian breahe
¢ Tya scna nuang bebas di atasmya

Pasal 14
1) Dilarang membangun gedung, membuat tembok, pagar, tunggul dan ba-
agunan lainava, menanam jenis pohon yang tngsl serta menempatkan
Srang zada jalur kereta api baik yang dapat mengzang=u pandangan bebas,
matpun dagsa membahayvakan keselamatan ker=a api . .
1) Kerenruan mengena lamangan sehagaimana dimaksud dalam ayan (1), diasur
ki lanna dengan Peraturan Pemeringah

Pasal 15

1) Pezlintasunantarajalur kereta api dengan jalan ditaai dengan prinsiptidale
schidang. :

{) Pengecualian terhadap prinsip sehagaimana dimaksud dalam avat (1), ha-
myva dimungkinkan dengan letap mempertimbangian keselamatan dan ke-
lancaran, baik perjalanan kereta api maupun laju lintas di jalan

[3) Krmennmn mengeman perpotongan dan pengecualiannya unuumu-ﬁm«.ﬁ di-
maksud dalam avat {1) dan ayat (2), diatur Jebih lanjut dengan Peraturan
Pemerimah

Pasal 16

Dalam hal terjadi perpotongan jalur kerea api denpan jalan yang digunal
unnk |3l [intss umum atau lalu lintas khusus, pemakal jalan wajib menda
lukan perjalanan kereta api.

Pasal 17

(1) Penggunaan jalan, jalur kereta api khusus, teruean, saluran air dan/s
prasarana [ain yang meumbuikanatau memertukan persambungan pes
tongan atau peayingzungan dengan jalur kereta api, dilaksinakan deng
@ yang udik membahayakan kesslamatan perfalanan keeta api.

(2) Ketenmuaz mengenal pelaksanaan perobangunan scbagaimana dimaks
dalam ayat (1), diatur lebih Lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 18

Badan penyelengpara schagaimana dimaksud dalam pasal § ayat(1), berwena

melarang siapapun © _— .

a  berada di darrah manfa jalan kereta api;

b. memyerst barang 4 atas atau melintasi jalur keret api:

€ mengrunakan palurkerea api unfuk kepeatingan bin, sehinuniuk angiout
keta zpi;

d  berada di luar tempat yang disedialan unuk angitan penumpang dan/ats
barang;

£ mengsangmy keteruban danfatau pelavanan wmum

Pasal 19
(1) Stasiun merupakan tempat kereta api berangiat dan berhenti unnuk meis
y2m natk dan turunnya penumpang dan/atau bongiar muat barang dan/ata
unmk keperfuan operag ker=a api * S
(2) Kecuals dusm hal-hajtestentu yang ditctapian oleh badan ppnyelcngzar.
naik furunnya penumpang dan/atay bongkar muat barang hanya dapa
dilakukan di stasiun
Pasal 20
(1) Selain berfungs schaga) tempat naik atau turunmya penumpang dan/ atay

bongkar muat barang, di stasiun dapatdilakukan kegiatan usaha penenjang
anghkutan kereta api,
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BAB V1
JARINGAN PELAYANAN ANGKXUTAN
KERETA AP!

<7 Pasal 21
(1) Brngin pelayanan Ingkutan kereta api discleagzarakan secara terpadu
dalim satu kestuan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan nistem
nsponast secarm keseluruhan
2} .F:.:muuHﬂqﬂgﬁgwﬁpuiﬁgﬁshguwﬁuﬁﬂuﬁ:ﬁ
dngicutan antar kota dan janrngan pelayanan angikutan kota

Paxa] 22 :
1) lanagan pelavamn angkutan kereta api antar kota schagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat () yang berfungsi schagai pelayanan lintus atama
melayani angiutan jarak jauh das s=dang,
1) binazan pelyvanan anghatan k=reta aptaniar kot sefapsimana dimaksod
dalam Pasal 21 ayat (2) yang berfungsi schaga pelayanan lintas cubang,
melayani angkutan jarak sedang dan dekat.

Pasal 23
anngan pelayanan angkutan ko sehagaimana dimaksud dalam Pazal 21 avat
2).berfungsi sebazau pelayanan Jintas utama dalam sany sistem angkuankota.
Paxal 24

egrutan kereta apn khisus bafungs untuk melayani kegatan badan usahg
Teniu di bidang industn, pertanian, pertamangan, dan kepanwisataan,

BABVII
ANGHEUTAN

Pasal 25
I} v.n:_.,nhnuwnu_uuh pelayananangiauan orangatau barang dilakukan serelan
dipenuhinya syarat-syarat umum angiutan yang ditetapkan badan penye-
lenpearg berdasarkan Undang-undang jm.

(2) Karcis penumpang Stau surat angkutan barang merspakan tanda bukti
terjadingys perjanjian angkutan,

Pasal 26
Penumpang danfatau barang yang telah menenuha syarst-syarat umum angkut-
an shagmuman dimaksud dalam Pasal 25, wapib duangkut oich  badan pemye-
lengzura

Pazal 27
Jika tenadi pembataiin pemberangkann pealanan keseta agi oleh badan penve-

lengzara, badan pemyelengaar wajid mengombalibon umish buys yang teiah
dibayar oleh peumpang dan/atau peaginum basang.

Pasal 23
(1) Badanpeavelengrzara bertanggung jawab atas kerugian yang diderita olch
peAgsena g wnfatag pitak ketigs yang tmbul dan penycienggaraan
pclayanan anghutan kereta api
(2) Tanggungjawab schagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibenikan dengan
kcientuan
a2 Sumberkerugian berasal dan pelayanan angloutan dan harus dibuktikan
adanya kelalaan perugas, atsu prfak bun yang dipckegakan oich badan
peayelengzans,
b besamya zant rug dibatasi sejumiah makamum asuranc yang dinmp
oleh badan penvelenggara dalam hal penyelengzaraan kegiatannya,

Pasal 29

Eadan penysengean diben wewenang unmuk -
a3 | melaksanzkanpemeriksaan gggﬁﬁ:ﬁgm-
* kutan bagi peoumpang gan/atay barang.

b, melaiukan penindakan atas pelangearam torkadip syart-syarat umum

angiutan terscbwt hurof a: .
<. membatlkan perjalanan kereta api apabila diangzap dapat membahayakan
keteruban dan kepentingan umum: n
d  menertibkan penumpang kersts api atau masyarakal yang McOggangzsy

perjalanan kereta am
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Strzkiur dan golongan tartf anghutan kereta apu ditetapicin Pemerintzh

Pasal 31

Tanezung jawab scagnmang dimaksod dalam Pasal 28, dimulsi sk di-
angkutnya pesumpang dandatiu diterimanya darang dan berakhis G tempat
lupzan yang disepakaii

Pasal 31

(1} Pengicin den/atan penerirna barang yang tidak mengambil baranggnya dan
empat pespimpznan vang ditetagkan badin femvelengzora dilam Tangka
wakm yang ditstapkan semun dengan syarat-syarat umem anghistan, dixena-
kin bunva pemamparan barang, &

(1) Pengirim dan/arau pener:ma barang hanva dapat mengambal barang setelsh
biava shamimana dimaksud dalam ayar (1) dilunasi, :

(@ Barangyane tidak diasidill sebagaymanadimalksed dajaniayatg 1) letah aan
wakm terteame, dinyatikan sebagai barang ik bertuan dan dapat dijual

secara leling sequa Kotionman peraneran perundang-undangan yang ber-
Laku

Pasal 33
Pearangkutan barang berbahaya difaksanakan sesusi peramran perundang-un-
damgan yang berlaka

Pasal M4
Badan penyelenzgam wayib mengasuransikantanggung jawabnya sehagumana
dimaksud dalam pasal 28

Pasal 35

{1} Pendenita cacat danatan orang sakit berhak memperoich vn_.u._..uuﬁn berupa
periakuan khusus dalam ndang angkutan kerem apn
(1) Kotrnhuan schagaimana dimaksud dalam avat (1), dianer lebih lanpat dengan

BAB VI
PENYIDIKAN

Pxaad 36
(n Enmﬁ&ﬂ?mmznﬁnﬂgﬁivﬂum‘“zﬂﬁmw
tenenru di lingkungan departemen yang lingxup s A AngZuag
ﬁ%ﬁmﬂ&ﬁb?ﬂnﬂ&f&nﬂ”ﬂwgn&uﬂ&wﬂmiﬂ
nang khusus scbagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Unda:

:uﬁhhwﬁﬂﬂuﬂubg_mm:ﬂuﬁun:ﬁﬁﬁuﬂgﬁnnhnﬂh

kan peyidikan tindak pidana di bidang perkerstaapian.

(2) Peoyvidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untull

2. Meclakukan %u&gﬂﬁﬂngﬂnﬁﬁﬂnuﬂc_
terangan tentang adanya tindak pidana,

b, Memangeil dan memeriksa sak= dan/atau lersangha

¢ Melakukan penggeledahan, penyegelan dan/atau peayitaan alat-a
yang digunakan unruk melakukan tinedak pidana,

¢ Mclsakan pemeriksaan iempat yang diduga digunakan eatuk el
kan tindak pidana;

e  Memin keterangan kepada sakn-saks dan Eﬂ..n,.ﬁ.ﬂn.._ruu#..ﬂ
?&&Eoﬂhnguﬁughgﬂﬂgnﬁnﬂmuhﬁ
frdana;

f  Membuat dan menandatang=ni berita ac=ra pemeriksazn,

s Menghentikan penyidikan apabila udak terdspat cukup buk tenta
adanva tindak pidany

()] ?E%E%E%Eitw&uﬁm
dilziukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaios

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

Barangsiopa membangun gedung, membusf tembok, pagar, =ngyul dan |
:EEEE%E?EE%E
pada jalur kereta apt, baik yang dapat Enbmmn__uh:nﬂuunmﬁ vulu,uﬁ..ﬂ
yang dapat membahayakan kesclamatan kereta aps schagaimana Lmaks
dalam Pasal 14, dipidana dengan pidana kurungan mn.rn.n._naw 3 ..:.wu_._,f._.h
ataudendascungzi-ungginya Rp. 3.000.000,- (bgajuia rupsah}dan diwanbk
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nembasar gantl migh kepada badan poryolenpgam serta w3jih membongkar
taspun menghilangkan gangmuan dimaksud,

Paial 19
Arangsiaps karena pertitanoya mengakidatkan russkmva pintu perlintasan
£7Ti2 apt 2ty tanpa hak membuka pintu perlintasan kerzta api pada wakiu
£rea api akan dan/atau sedang berjalan dipidana dengan pidana kurungan
aling Fn.n_ 6 {enam) bulan atae denda senngg-tinggima Bp.6.000.000 - (enam
1 nipiah) dan diwayickan membayar ganti rugl kegada badan penyelengeara

Pasal 39
p_ﬂ._.muﬁnn melakukan perbuatin yang mengakibatkan teiafima pergesean
wnah di jalur kerew apt, seagaimana dimaksud dalam pasal 17 schingga
engoAnggu sy membahayakan perlanan kerets ag, dipidens dengan pidana
ammgan paling lama 3 (uga) bulan atu dends setingzitingginya Rp.
000.000, - (fizga juta rupiah) dan diwajibkan membayar gant gl kepada
idin perryclenreara

Pasal 40

Ea.wﬂuﬂu melikukan perbuatan yang mengakibotkan nsakmyn, mengurang
1= atau u&k&ﬁﬂuﬂ?ﬁuﬂiuﬂnn&wﬁﬂﬁvﬂmﬁﬁugﬂuﬂu
fana dan/aiau prasarana keresa apy, dipidana dengan pidara kurungan mlng
] I (g ..u..r_uu atau dendda stinggi-ingginya, Bp. 3.000 000, - (tiga juta
paah) dan diwajibkan membayar ganu rugt kepada badan penyelengeama

Pazal 4] i
Ttunan schagni mana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal
'Undang-undang ims adakah pelanggaran.

Pasal 42

abila perbuatan schagaimana dimaksud dalam Pasal 41 menyekabkan mat-
sorang, lika beral atsu cacat dapat dipidana sesuai dengan ketearuan dalam
wun prana - :

BAR X
KETENTUAN LADN-LATN

Pasal 43 .
(1) Ternadapsetiap kecelakaan keretaapiharus dilakulan penslitian s=hab-
baboya.
(2) Penclitian kecclakaan schagaimana dimaksuddalam ayat (1), dilakeanak
olch Panitia yang pembeatukan, susunan dan tugas-ugasnya diatur fet
lanput eleh menteri.

BAB X
KETENTUAN FERALIHAN
Pasal 4
Pada tangzal mulas berdakuma Undang-endang i, scmua peramuan peia

sinmn mengenay perkeretaapian dinvatakan tetap berlaku sepanjang udak be
icntangzn au belum & zanti dengan yang baru berdasarkan Undong-unding u

BAE XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada s mualai borlakunya Undang-uncing ini. maka |

L Algemeene Regelen betreffende den Aanleg en de Exploitatie van Spoor ¢
Tramwegen, bememd voor Algemesa Verkeer in Mederlandsch Ind
(Kannklijke Besluie, Staatsblad 1926 Nomor 26 jo. Staarshiad Nomor 295

1. Algemeene Bepalingen betreffende de Spoor en Tramwegen, (Ordonanty
Stazishiad 1927 Nomer 258},

3 Bepalingen betreflende den Aanlez ea het BdnyF der Spoorvepgen {Ordos
nantie, St wsblad 1927 omor 2539) |

4, Bepalingen voor de stadstramwegen (Ordonnantie, Staatsbiad 1927 Nome
260)

5. Bepalingen Landelijke Tramwegea (Ordonnantic, Staatsbiad 1927 Nomc
261);

" 6. Bepalingen bewreffende het Vervoer over Spoorwegen (Ordoanantse

Staarshlad 1927 Nomor 262);
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Hormor 393),
dizyatakan tidak bestaku

Fagal 46
Vating-undang ini mulai berlaku pada tangsal 17 September 1952,
- _.,«_.....:.uu orang mengetahuinya, memenintahkan pengundangsn Undang-un
dang i dengan penempatannya dalam lembaran Negars Republik Indonesia .w
Disahkan di Jakarta ¥
pady tang=al 11 Med 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

nd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarts
paca wangzad 11 Mes 1992
MENTERUSEKRETARIS

MNEGARA
REPUSLIK INDOMESIA

nd
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIX INDONESIA
TAHUN 1992 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya Disalin sesuzi denzan aslinya ﬁ

SEXRETARIAT KABINET R! Olea - :
wepala Biro Hukum Kepala Scb Direktorat Hukum
Peruncang-undangan dan Hubungan Antyr Lembaga §.
1
nd td
dambang Kesowo, S H., LL.M Edi Sunario, SH*
Nip. [20135306



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

BYS /R0 'OH

“

sl erAR ] !

3 i
[ L =
Br R . | The _ :
£ PR . | = |
! W iiSu! Ui ERML G RR LR ORE “
_ = e g
T I =y =ty

i s PEWED T RS TS g |
- T = ! I
% f i f
F i 1+ [} 1 0 P
f i b i I ; | !
1] | S | — - - y
[ R = = |
| hEE — ) afiZ e (£ i e
2 A o | smp | it 1 g Batus | ey Buecic | T we BRE i
R a BT e s L&, TRl :
- pa gk - - —i— - ]
| gaelic 4@
b |
i = . = e T g i Lk T e =i sl wee ol dE Ly P g M
LR = L = by o -
s p— - — —— | =t | i 1
I i | ! |
| ] 1
! : i | i i | L= e
‘ NS TR S — e _— _— — - T R e wha i F
e i o e P e e : o i 7
(B2 et ] & P s = E i
e - — - —_———_—— —_— = - LT - F 44
=i f Ln =
i ey —_—
VI b LY e S
= i — e
i —— e i T S = — —— - T : :
: ; ' *
: _ , : :
1 i I '
1 i
“ | : | 1=
- e T ] I i i =
e . | .
* I I
s - w2 . = : L B T aEhes H
S KISy e - = =2 TR FI Ui rra Lk = 2t
-ty = = - e R N—— - — g
= ) g vmen. e | m
WD e LI T B0 ad URT SN R Bfaimprias mes | e
[ e e T AT WL ] -
_ SR e 2 uEnephusd jRiets | H [ |
_ JESLES S SR LS =L
i -] el UET PORDLLAE UENS|RE
i = ™ = Tz
f a4t vEEE 5T 1 ’ - T g
= NTET DYINEYIL :
i pr R T L ] e ASE B |
- By o s el w
. e L i bbb sSEabu e o T Tt ey ) o
_ dlivaEs e e PO D T s
- DD WD Dusd Lepan) . _
i

NYWNIEDA

VISYMS NYLAYONY IVENS |

:
|
3
.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

T iy

o

A BRLITS S ARG N

el b

—Ep mESTeiL BN Laan

MiTher 3EA

i
|
i
|
s
]

Ziiowe
LR brbe dy Ay
Jlat Mg L honpest
Cnokng ser aime aing

Bentz hirrrs dassog

R B =)

SUMIES Bep = T 2Ar BhoRns
GMIK0E i
isp dgery

- Ambefsaaa

Ba¥aF REHD-L

SELMIUTI TRRCEN SRar aaBe et
TR soness T

ETSECRI TP flians pemem e Bl
=l diumas

Fezans lataun

FERGALY pEftencatarsan

BEWER Il ERNG
FEn by dirr— i Cigs sk -
[T SELELEr S
CEEnTt BET ang patthp-
= sailifaf
1=

hanE z gein
—
SEncapst e TeEndatarsan

[ Marms jetag

Cad Mo

P

BEAHITLNGE AN HK

+armilals sebezar hp

= a8 Qioermeunghat DEeT B
1=an
m!
REDEIE D

s i e e Y
Serigatr pofGES ZanE ans

Toljdan@m Far;

4

Lniuk medakaman sorat imbanoan
[ETRAlEn bentuk no. 358

{ Caip smicang wang |

[ Cap imbang) 2
perkaa) TP

= zie e - ey llu. - .i.l“ L
e — = ; e g


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

FEouh SR
| G
| 2= |
' i LT ._ el = e _
. i B PwEmE H 1 g e A ST |
| ! Br  |loumd _ du e e ;
Ji S P - S Lo S W — _ | _
1 UERSOUESE Sugs Eoemne | LSuad e L | Pl Bues ey, _
ey | 5 - -_ Ok Ergwsd

]
B YTUVE HYDNTEDNLSE .

AINUES JR420 Ros yminr

f E L
* r i i " _
| ! 5 ! | I i _ (] i
] | ¥ i i i | i
i | i _ i | ! ! ! i
] d | s | {Edets B Eengm, | )
| : a4 | cug | oS | uep mp | nnp | | _ i _
4 i = | d o 5 5 | |
; i Peg pep | sowhisr - Eru | Eupoar | Feas wi FEC
i [ I i1l gy 4 Bs o
Eoelumenhal
i I i T T - - =
" i i
I
V. }
_ e e iy R e e | e e Nifrdtvse: 2n _
| Iy o 6Oy e |
t T i I H ==
| f I [ . | | _ | _ |
[— _ e | 27 _ _ | |
y Fhilpuegar . | = z | i 5 e
Furiag L - | : | st | HEIELR
I ey | i = o, | ) asamyy
- 4 el =T = I i | + i
v —_— _ st | = .Ewu _ SEian e o ) FOle _ W Bunue _ vez rﬂv“ﬁ._ﬂ_
¢ [ < &
— wat = 1 FRO3b, | TR o | s _
i 5 - | - s L,
IR e . e THrper it
i ' ¥ o
| i h
i :
]
] g Prar 1
: - ]
[— He ik o
Poueesanss g T e oy 2 t Tlag
) gy, i Foss i DRor T WIS 220 _ L st Lk 2] I . ORI s |m” | LS
— - |
_ i YEMEDL Fe e Bumes | | | |
3 | wrnfups urEESSuapduad Wien | | |
iy delioag | | it s B
_ | s DuEvemn UBue=ap umems
THY DR | BN S Ui fued npas |
TR y1a) | PRIBAS Pusiusu ek ruedtes moes |
_ FAR IR U el yegaias ._|| — + _
) it B —_— — | oAl B £ L.

VSVig
NYWIEDI

_m | INSI NVHON SNiZy3H
_ TNVIVIIE Hvava

aesfluy ey _
Ll LR

Idhz_qr EYRI T

MY Bvave . h

1w me |



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

e e e —— i e A L LS e O B o
N
| mas )
{ S Suegun des | Bueiiat 720 ) B T
wewmay |00 | ] e oy
B Suunugs SEEgLls FOOOHE LRE TSN
* UESLERTUTY [F S e S W |
_ ez LB PR (DL YRS S wsl s B PR

| 2 =2 Tk

HL g BN MR

WEH R L]

Sl Swen |

_ | _
| | _
| | !
1 LS LBy raa L 3 B SRy - | —
ETER
|
B = | = |
|
|
) . - 1
| - = e y
H g SRV th A il - - _
| ! | _
| |
| | |
N o = Hic =
2 350 TBlsia 1]
. SaEs i = L
— — ] =
'
!
i
i & IE
_ |
| |
I

sEa LT |

CAG RO [y

U K

TGRS T

| e
L LS =
i fa BAS
= 5zatug
} WEiD LT BN BT GRS



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

S
=1
3 =
=5y Thes Wrm e =
1 _ln
_ = TRED R e aal ap
- i o (]
¥
| ¥ 1 !
_ !
- RS C=s W . L : L
T ey Tz
| T Az TR x T iz
P i EE wen | W e |
E
“ ] —— -
i | '
s = — kg
- - = e e | - — - ey
o = di~ - A\ & i = Inids
== L oy LS Wit
e e e S —— i
: |
| i -
i | {
} i h i
! ' 1 [
4 S g ¥ —
P L e T Ty e VBT T FEE e
) Aty
SEMEDT riarma) bueis-Buies | 1
Ly deSaa s | HEudies wrmeliuiema weres | ' _
= gl i ....u,.:.ﬂ.a?.u...ﬂﬁ...-...-...,..ﬂ. wiljuns _ _
13_ il 19 A a Ty UEIPEIrRGET et
e LG el _ IR Busual siuunuedss ppss _ _

vsSvig
NYIIEI

1Vdima

=4 aluae UBD CIRgmRL BT | i _

uniserg — - i | T EW | 8

;i |
C;. SuCE DMNINTHESH ——
Al s e ;

o

SHVNYTIEE durivs

deeBlm (B f———

i __..sﬁ_ m.n....Lm F

VISYMS NVINMONY Ivuns | R


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

